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ABSTRAK 

ANALISIS IJTIHĀD HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR MUT’AH  

DAN NAFKAH ‘IDDAH 

(Studi pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang) 

 

 

Oleh 

Dewi Yulianti 

 

 

Perkara cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama, khususnya di 

Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang, dalam setiap putusannya, hakim 

mewajibkan kepada suami untuk memberikan mut‟ah dan nafkah „iddah yang 

layak kepada isteri yang diceraikan apabila isteri tidak nusyūz. Penulis membatasi 

masalah dengan hanya meneliti perkara di tahun 2017 dan terdapat 5 (lima) 

perakara yang berkaitan dengan pemberian mut‟ah dan nafkah „iddah tersebut. 

Dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat aturan yang mengatur 

mengenai berapa kadar atau ukuran mut‟ah dan nafkah „iddah yang harus 

diberikan suami kepada isteri yang diceraikan. Oleh karena itu, hakim khususnya 

yang berada dilingkungan Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang, 

melakukan ijtihād untuk menentukan kadar atau ukuran mut‟ah dan nafkah „iddah 

tersebut. 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah, bagaimana metode ijtihād 

hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang dalam menentukan kadar 

mut‟ah dan nafkah „iddah dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ijtihād 

hakim dalam menentukan kadar mut‟ah dan nafkah „iddah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui metode ijtihād hakim Pengadilan Agama kelas 1 A 

Tanjung Karang dalam menentukan kadar mut‟ah  dan nafkah „iddah serta untuk 

mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ijtihād hakim dalam 

menentukan kadar mut‟ah dan nafkah „iddah. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan bersifat 

deskriptif analitik. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan 

sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu 

observasi, wawancara dengan hakim dan dokumentasi. Sumber data sekunder 

diperoleh dari buku-buku literatur, kitab-kitab, pendapat para pakar yang ada 

kaitannya dengan pokok pembahasan. Metode analisis data yaitu menggunakan 

metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. 

Berdasarkan hasil penelitian, ijtihād hakim Pengadilan Agama kelas 1 A 

Tanjung Karang dalam menentukan kadar mut‟ah dan nafkah „iddah mayoritas 
hakim berlandaskan pada asas kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan melihat 

kemampuan suami, hal ini sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‟I 

dan Hanbali. Seorang hakim menggunakan dasar maslahah mursalah yang mana 

penentuan tersebut dilakukan dalam rangka memelihara dan menegakkan 

kemaslahatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ijtihād hakim 



 

 

Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang dalam menentukan kadar mut‟ah 

adalah: fakta persidangan, usia perkawinan, problem yang terjadi, mahar, 

kesepakatan di luar pengadilan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

ijtihād hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang dalam menentukan 

kadar nafkah „iddah yaitu: fakta persidangan, usia perkawinan, problem yang 

terjadi, kesepakatan di luar pengadilan. 
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka 

Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa [4]: 135)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi skripsi ini terlebih 

dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di 

dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan persepsi dalam 

memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul “ANALISIS IJTIHĀD HAKIM 

DALAM MENENTUKAN KADAR MUT’AH  DAN NAFKAH ‘IDDAH 

(Studi pada Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang)” maka perlu 

dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah-

pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut: 

Ijtihād secara bahasa berasal dari kata jahada yang bentuk 

mashdarnya adalah jahdun dan juhdan yang keduanya bermakna kemampuan. 

Adapun pengertian ijtihād secara fikih, ijtihād ialah usaha yang sungguh-

sungguh dari seseorang atau beberapa orang ulama yang memiliki syarat-

syarat tertentu, di suatu tempat dan pada waktu tertentu untuk merumuskan 

kepastian mengenai sesuatu yang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam 

Al-Qur‟an atau Hadis.
2
 

                                                 
2
 Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 89 



 

 

Mut‟ah secara bahasa artinya kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. 

Mut‟ah  yang dimaksudkan disini adalah pemberian atau nafkah dari suami 

kepada isteri yang diceraikan untuk menyenangkan hatinya.
3
 

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, nafkah yaitu “Belanja hidup 

(uang) pendapatan atau bekal hidup sehari-hari atau juga berarti pengeluaran 

yang biasanya dipergunakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung 

jawabnya.”
4
 

„Iddah berasal dari kata „adad, artinya menghitung. Dalam istilah 

agama, „iddah mengandung arti lamanya perempuan (isteri) menunggu dan 

tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dari 

suaminya. Jadi „iddah artinya adalah suatu masa seorang perempuan yang 

telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk 

meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.
5
 

Berdasarkan pemaparan beberapa istilah pokok yang telah dijelaskan 

di atas, penulis tegaskan kembali bahwa judul atau tema yang akan penulis  

bahas dalam penelitian ini adalah terfokus untuk menganalisis ijtihād hakim 

di Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang dalam menentukan kadar 

mut‟ah  dan nafkah „iddah. Oleh karena itu judul skripsi ini diberi judul 

“ANALISIS IJTIHĀD HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR 

                                                 
3
 Ibid, hlm. 165  

4
 Departemen Agama RI, Ensiklopedia Hukum Islam, PT. Ikhtiyar Qolbi, Jakarta, 2008. 

hlm. 97   
5
 Slamet Abidin-Aminuddin, Fiqih Munakahat II, Cetakan I, CV Pustaka Setia, Bandung, 

1999, hlm. 121  



 

 

MUT’AH DAN NAFKAH ‘IDDAH (Studi pada Pengadilan Agama kelas 

1 A Tanjung Karang)”. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul penelitian 

ini, adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

a. Persoalan tentang ijtihād hakim dalam menentukan kadar mut‟ah  dan 

nafkah „iddah adalah perkara yang penting dan menarik untuk dijadikan 

penelitian. Hal ini dikarenakan perkara perceraian selalu ada di tengah 

masyarakat dan banyak yang diajukan ke Pengadilan Agama kelas 1 A 

Tanjung Karang. Oleh karena itu, ijtihād hakim di Pengadilan Agama 

kelas 1 A Tanjung Karang dalam menentukan kadar, ukuran atau 

jumlah mut‟ah  dan nafkah „iddah perlu untuk di analisis. 

b. Kajian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik 

untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya, juga 

bagi para pembaca atau masyarakat pada umumnya. 

2. Alasan Subjektif 

a. Tersedianya literatur yang cukup memadai bagi penulis yang dapat 

dijadikan referensi dalam menyelesaikan penelitian ini. Di samping itu,  

lokasi yang dijadikan tempat penelitian cukup terjangkau sehingga 

memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. 



 

 

b. Judul yang penulis ajukan belum ada yang meneliti khususnya di 

lingkungan Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung, yakni 

mengenai analisis ijtihād hakim dalam menentukan kadar mut‟ah  dan 

nafkah „iddah studi pada Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang. 

c. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang 

dipelajari di Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung Jurusan 

Ahwal Al-Syakhshiyah. 

C. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi setiap makhluk-Nya. Begitu 

juga dengan manusia sebagai salah satu makhluk yang diciptakan paling 

sempurna dan yang memiliki naluriah ingin hidup bersama pasangannya. 

Perkawinan merupakan jalan halal yang diberikan untuk menyatukan antara 

manusia yang berlainan jenis yaitu pria dan wanita  bukan mahram sehingga 

dapat melakukan hubungan suami isteri secara sah dan halal sebagai jalan 

untuk dapat melestarikan keturunannya. Dengan adanya perkawinan inilah 

sehingga manusia mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka. Hal ini 

Allah tegaskan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur‟an Surah An Nisa (4) 

ayat 1. 

         

                 

     



 

 

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 

Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 

bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya 

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi 

kamu.”(Qs. An-Nisa [4]: 1)
6
 

Dalam hukum di Kuwait nikah diartikan sebagai “A contrack between 

a man and women who can lawfully be wed to him, to the end tranquility, 

chastity, and the strength of the nation.”
7
 Tujuan dari pernikahan yang 

dilakukan manusia tidak lain adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana yang dinyatakan 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 

1, bahwa perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8
 

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan 

hidup rumah tangga, ternyata bukan suatu perkara yang mudah untuk 

dilaksanakan. Untuk mewujudkan tujuan mulia dari perkawinan nyatanya 

banyak menemui berbagai halangan dan rintangan. Faktor yang 

mempengaruhi pun begitu komplek, di antaranya adalah faktor psikologis, 

biologis, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Hukum Islam merupakan 

hukum yang mengatur segala permasalahan yang ada di kehidupan ini. 

                                                 
6
 An-Nisa (4): 1 

7
 Jamal J. Nasir, “The Status of Women Under Islamic Law and Under Modern Islamic 

Legislation”  Graham Trotman, London, hlm. 3, sebagaimana dikutip oleh Syams Eliaz Bahri pada 

skripsi, “Pembayaran Nafkah „iddah dan Mut‟ah Pasca Ikrar Talak (Studi di Pengadilan agama 

Batu Sangkar”, FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2015, hlm. 1 
8
 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  



 

 

Mengenai permasalahan rumah tangga pun sudah di atur secara jelas di dalam 

Al-Qur‟an. 

Rumah tangga yang sudah tidak dapat lagi mempertahankan 

keutuhannya, disebabkan karena percekcokan yang tak kunjung reda (syiqaq), 

suami yang tidak bertanggungjawab terhadap isteri dan keluarganya, isteri 

nusyūz dan tak dapat dinasehati, serta permasalahan-permasalahan lain yang 

sangat sulit untuk dicarikan titik temunya, maka hukum Islam memberikan 

jalan keluarnya. Islam memberikan solusi dengan adanya perceraian (talak) 

sebagai jalan syari‟at dan yang hanya dapat digunakan sebagai jalan pilihan 

terakhir (darurat). 

Talak  (perceraian), ta‟rīf talak menurut bahasa Arab adalah 

“melepaskan ikatan”, yang dimaksud ikatan disini ialah melepaskan ikatan 

perkawinan.
9
 Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur‟an surah 

Al-Baqarah ayat 231. 

                     

                       

                           

                           

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka 

mendekati akhir „iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang 

ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). 

                                                 
9
 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, cetakan  ke 37,  Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2004, 

hlm. 401 



 

 

Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena 

dengan demikian kamu menganiaya mereka.  Barangsiapa berbuat 

demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya 

sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan 

ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah 

kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (as sunnah). Allah memberi 

pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-nya itu. Dan 

bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.(Qs. Al-Baqarah [2]: 231)
10

 

Di Indonesia permasalahan putusnya hubungan perkawinan telah 

diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38, 

bahwasannya sebuah perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, 

dan keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 angka 1 Undang-

undang perkawinan mengatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan 

di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
11

 Dari kutipan pasal 39 ini 

dapat dipahami bahwa seseorang tidak dikatakan putus pernikahannya 

kecuali, apabila pengucapan ikrar talak tersebut dilakukan di depan 

persidangan yang dilakukan di pengadilan agama yang berwenang. 

Ketika terjadi perceraian antara suami isteri, dalam Undang-undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam  pasal 41 ayat (c) bahwa 

pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
12

 

Secara lebih rinci mengenai kewajiban suami terhadap isteri ketika 

terjadi perceraian karena talak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam 
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 Qs. Al-Baqarah (2): 231 
11

 Pasal 39 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
12

 Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 



 

 

(KHI) pasal 149. Dalam pasal 149 KHI disebutkan bilamana perkawinan 

putus karena talak, maka bekas suami wajib: 

a. Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas isterinya, baik 

berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhūl. 

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama 

dalam „iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba‟in atau 

nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil. 

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh 

apabila qobla dukhūl. 

d. Memberikan biaya hadhānah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun.
13

 

Dalam Al-Qur‟an hak isteri untuk mendapatkan nafkah juga telah 

dijelaskan dalam surah at-Talak ayat 6, “Tempatkanlah mereka (para isteri) 

di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” Allah Swt 

telah memerintahkan pada suami yang menceraikan isterinya untuk 

memberikan tempat tinggal dan nafkah yang mana hal tersebut juga tersirat 

dalam pasal 149 KHI. 

Talak  menyebabkan akibat hukum, salah satunya yaitu apa yang 

disebut dengan „iddah. „Iddah, berasal dari kata al-adad artinya adalah angka, 

bilangan atau hitungan yaitu periode tertentu yang wajib dijalani dan 

ditunggu oleh wanita yang dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh 
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 Baca Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam  



 

 

suaminya dengan berpantang untuk melakukan perkawinan baru, yaitu hati-

hari yang dihitung dan dipergunakan bagi seorang perempuan selama ia suci 

dari haid.
14

 Berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa „iddah itu hukumnya 

wajib, dengan berlandaskan Firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah (2) ayat 

228. 

                         

                              

                             

           

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru'
15

. Tidak boleh mereka menyembunyikan 

apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman 

kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak 

merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) 

menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang 

dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para 

suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. 
16

Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah [2] 

ayat 228).
17

 

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas isteri (janda) 

berhak mendapatkan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian dari  bekas 

suaminya selama dalam masa „iddah.
18

 

                                                 
 

15
 Quru' dapat diartikan Suci atau haidh. 

16
 Hal Ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan 

kesejahteraan rumah tangga (lihat surat An Nisā' ayat 34). 
17

 QS. Al-Baqarah [2] : 228 
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 Nasruddin, Fiqh Munakahat, CV. Teammsbarokah, Bandar Lampung, 2015, hlm. 153  



 

 

Pasal 78 Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan 

perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat: 

1. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami. 

2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan 

pendidikan anak. 

3. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya 

barang-barang yang menjadi hak isteri.
19

 

Pemberian mut‟ah dan nafkah „iddah pasca perceraian sering 

dijadikan tolak ukur sensitivitas jender hakim dalam penyelesaian perkara 

perceraian. Namun, sesuai dengan perkembangan pemikiran dewasa ini para 

hakim memberikan penekanan terhadap nafkah „iddah yang semula 

hukumnya sunnah artinya tidak mewajibkan harus dilaksanakan ditingkatkan 

hukumnya menjadi muakkadah yaitu wajib dilaksanakan seperti halnya shalat 

jum‟at. Demikian hukum dalam memberikan mut‟ah dan nafkah „iddah 

sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan 

pemberian mut‟ah yang dulunya bersifat non-impratif (ghoiru muakkadah), 

ditingkatkan menjadi semi impratif (muakkadah). Dengan cara itu maka 

dalam setiap perkara permohonan cerai, suami disyaratkan secara mutlak 

untuk membayar uang kompensasi ini kepada pihak isteri setelah perceraian 

terjadi.
20
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 Arskal Salim, dkk, Demi Keadilan dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensitivitas 

Jender Hakim Agama di Indonesia, 2009, hlm. 65, sebagaimana dikutip oleh Futichatus Samiyah 



 

 

Sesuai dengan ketentuan di atas, dalam peraturan perundangan-

undangan yang berakibat yuridis dari suatu perceraian telah ditetapkan 

tanggung jawab mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau 

menentukan suatu kewajiban bagi mantan isteri (pasal 41 huruf c Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bilamana perkawinan putus 

karena talak maka mantan suami wajib memberi mut‟ah, nafkah, maskan, 

kiswah kepada mantan isteri selama masa „iddah (pasal 149 huruf a dan b 

Kompilasi Hukum Islam), maka mantan isteri berhak mendapat nafkah „iddah 

dari mantan suaminya, kecuali bila ia nusyūz. 

Dalam Al-Qur‟an ketentuan tentang mut‟ah juga telah dibahas 

sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang menjelaskan 

tentang kewajiban suami untuk memberikan mut‟ah terhadap mantan isteri. 

Mut‟ah yang dimaksud disini adalah harta benda yang dberikan oleh suami 

kepada isteri yang dia ceraikan. 

Dalam kitab Al-Mîzān Al-Kubrā karangan Imam Asy-Sya‟rani 

mengutip pendapat Imam Abu Hanifah tentang ukuran atau kadar mut‟ah  itu 

diperkirakan dengan tiga kain yakni, rompi, khimar dan jubah.
21

 Imam Syafi‟i 

berpendapat bahwa mut‟ah  dianjurkan supaya tidak kurang dari tiga puluh 

dirham. Sementara pendapatnya Imam Ahmad mengatakan bahwa mut‟ah  

diperkirakan dengan kain yang boleh digunakan perempuan ketika sholat 

yakni dua pakaian, rompi (baju pelindung) dan khimar. Di dalam salah satu 

                                                                                                                                      
dalam skripsi “Realisasi Pelaksanaan Nafkah Iddah Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan 

agama Jakarta Selatan Tahun 2012” Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 

Jakarta, 2014, hlm. 9 
21

 Ketentuan tiga kain tersebut disyaratkan tidak boleh lebih dari setengah mahar mitsli.  



 

 

riwayatnya yang shohih Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad juga berpendapat 

bahwa kadar mut‟ah  ini diserahkan kepada ijtihād Hakim dengan 

pengetahuannya.
22

 

Hakim sama dengan qadli yang artinya memutus, sedangkan menurut 

bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan 

menetapkannya.
23

 Adapun pengertian menurut syara‟ yaitu orang yang 

diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan 

perkara atau perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh 

karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.
24

 

Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang 

oleh Undang-undang untuk mengadili. Oleh karena itu, hakim memiliki 

kewenangan penuh untuk melakukan ijtihād pada saat memutuskan perkara, 

seperti halnya dalam menentukan kadar mut‟ah  dan nafkah „iddah. Meskipun 

tidak ada dalam tuntutan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami 

untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi mantan istrinya.
25

 Salah satu pertimbangan yang 

dikemukakan Hakim dalam menentukan kadar mut‟ah dan nafkah „iddah 

yakni dengan melihat maskawin yang diberikan pada saat pernikahan.
26

 

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu 

berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. 
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Dalam melakukan ijtihād untuk menggali suatu hukum mengenai 

suatu perkara, khususnya perkara cerai talak, hakim dituntut untuk 

menentukan kadar mut‟ah dan nafkah „iddah yang wajib diberikan mantan 

suami kepada mantan isteri yang diceraikan. Hal ini krusial karena 

berimplikasi pada nasib isteri selama menjalani masa „iddah. Karena pada 

kenyataanya, suatu perceraian ketika sudah diputus oleh Pengadilan, tidak 

meredakan konflik yang terjadi antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, 

meskipun isteri tidak melakukan suatu tuntutan, maka hakim karena 

jabatannya memiliki hak ex officio (hak karena jabatan) yang dapat digunakan 

untuk menentukan kewajiban kepada suami dalam rangka mewujudkan 

keadilan, kemaslahatan bagi semua pihak, terumata untuk menjamin 

kehidupan isteri pasca perceraian. 

Berdasarkan penjelasan yang terurai di atas, penulis merasa tertarik 

dan perlu untuk meneliti dan menganalisis ijtihād hakim di Pengadilan 

Agama kelas 1 A Tanjung Karang dalam menentukan kadar mut‟ah  dan 

nafkah „iddah. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: ANALISIS 

IJTIHĀD HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR MUT’AH  DAN 

NAFKAH ‘IDDAH (Studi pada Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung 

Karang). 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : 



 

 

1. Bagaimana metode ijtihād hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung 

Karang dalam menentukan kadar mut‟ah  dan nafkah „iddah? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ijtihād hakim dalam 

menentukan kadar mut‟ah dan nafkah „iddah? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana metode ijtihād hakim Pengadilan Agama 

kelas 1 A Tanjung Karang dalam menentukan kadar mut‟ah  dan nafkah 

„iddah. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ijtihād 

hakim dalam menentukan kadar mut‟ah dan nafkah „iddah. 

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, diantaranya adalah: 

1. Secara teoritis penulis berharap bahwa hasil penelitian akan berguna untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan serta kajian di bidang ilmu hukum 

khususnya Ahwal Al-Syakhsiyah mengenai ijtihād hakim dalam 

menentukan kadar mut‟ah  dan nafkah „iddah di pengadilan agama 

Tanjung Karang. 

2. Secara praktis, dapat menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan 

bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan (sekaligus masukan 

berupa ide maupun saran) dan disiplin ilmu Syari‟ah khususnya dalam 

bidang pengembangan ilmu  Ahwal Al-Syakhshiyah. 

 



 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang 

mana penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung secara aktif ke 

lapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut.
27

 Data yang diperoleh dari 

lapangan yaitu dengan mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu 

dipertanggungjawabkan maka yang tepat dijadikan rujukan adalah hakim di 

Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang untuk diwawancarai berkenaan 

dengan metode ijtihād hakim dalam menentukan kadar mut‟ah dan nafkah 

„iddah. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai subjek yang 

diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.
28

 Dalam skripsi ini 

yang diteliti adalah bagaimana hakim dalam melakukan ijtihād untuk 

menentukan kadar mut‟ah dan nafkah „iddah, sehingga diketahui 

pertimbangan-pertimbangan apa saja bagi hakim di Pengadilan Agama kelas 

1 A Tanjung Karang yang dijadikan dasar dalam menentukan kadar mut‟ah 

dan nafkah „iddah tersebut. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah : 
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 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Grafik Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105. 



 

 

a. Sumber Data Primer
29

 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk 

dokumen kemudian diolah oleh peneliti.
30

 Sumber data primer yang 

dipakai untuk bahan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara 

dengan lima (5) hakim di Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung 

Karang. Dokumentasi yang diteliti adalah putusan-putusan cerai talak 

yang berkaitan dengan pemberian mut‟ah dan nafkah „iddah  selama 

tahun 2017 dan terdapat 5 (lima) perkara yang berhasil peneliti 

temukan. 

b. Sumber Data Sekunder  

Merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer 

yaitu seperti buku-buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, 

pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil 

dari karya ilmiah.
31

 Dalam skripsi ini yang menjadi data sekunder 

adalah data pendukung seperti pendapat para ulama serta referensi 

pendukung lainnya yang membahas tentang mut‟ah  dan nafkah 

„iddah. 
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 Sumber data primer adalah data dapat diperoleh langsung dari lapangan. Data primer 

merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). 
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 Zainudin Ali, Op. Cit., hlm.106. 
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 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif, Tarsito, Bandung ,1998, hlm. 26 



 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka 

dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek 

dengan sistematika fenomena yang diselidiki.
32

 Observasi penulis 

lakukan dengan cara melihat jalannya persidangan perkara perceraian 

khususnya cerai talak di Pengadilan agama kelas 1 A Tanjung. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang mana dua 

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam hal ini yang 

dilakukan adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah 

terstruktur dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan 

demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel 

dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.
33

 

Teknik dalam menentukan hakim yang akan diwawancarai, 

penulis menggunakan teknik nonrandom sampling. Dalam sampling 

ini tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama 
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untuk ditugaskan  menjadi anggota sampel.
34

 Untuk mewakili hakim 

yang ada, penulis memilih seorang hakim pria, seorang hakim wanita, 

dan hakim yang berjabatan sebagai wakil ketua di Pengadilan tersebut, 

yang penunjukannya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama 

kelas 1 A Tanjung Karang. Namun pada saat proses pengambilan data, 

ada dua hakim lagi yang bersedia memberikan penjelasan dan 

keterangan mengenai obyek yang penulis sedang teliti, sehingga 

jumlah sampel yang diteliti bertambah menjadi lima Hakim 

c. Metode dokumenter 

Studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

penanggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga 

buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain 

yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.
35

 Studi dokumenter 

ini bertujuan untuk mengumpulkan data perceraian khususnya cerai 

talak selama tahun 2017. 

4. Metode Analisis Data 

a. Metode Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah 

data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Editing 
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Editing adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan 

yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan 

dapat segera dipersiapkan untuk keperluan berikutnya. 

2) Sistematizing atau sistematisasi. 

Sistematizing atau sistematisasi yaitu menempatkan data 

menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
36

 

Yang dimaksud dalam hal ini yaitu  mengelompokkan data secara 

sistematis. Data yang sudah di edit dan diberi tanda dikelompokkan 

menurut klasifikasi dan urutan masalah. 

b. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.
37

 Analisis 

kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara 

tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu 

yang utuh.
38

 Dalam skripsi ini, yang dianalisis adalah metode ijtihād 

hakim dalam menentukan kadar mut‟ah dan nafkah „iddah serta 

alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan apa yang dijadikan 

sebagai dasar bagi hakim dalam menentukan kadar atau jumlah 

mut‟ah dan nafkah „iddah. Data-data yang penulis temukan dari 
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dokumen di pengadilan, berupa data statistik perkara, statistik cerai, 

serta data-data alasan-alasan perceraian, penulis kelompokkan dalam 

satu kelompok yang kemudian akan dimasukkan dalam bab 3. 

Selanjutnya data hasil wawancara dan kepustakaan, penulis 

analisis menggunakan analisis kualitatif. Dalam melakukan analisis, 

penulis kelompokkan teori-teori yang ada tentang permasalahan yang 

penulis angkat, dari kaidah hukum Islam, hukum positif, dan asas 

dalam peradilan agama. Selanjutnya teori-teori yang penulis temukan, 

penulis hubungkan dengan permasalahan tersebut, dilihat dari tujuan 

adanya praktik tersebut, landasan hadirnya praktik tersebut yang 

dihubungkan dengan tanggapan hakim yang ditemukan dari hasil 

wawancara yang penulis lakukan. 

  



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Ijtihād 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Ijtihād 

Secara etimologi, ijtihād berasal dari kata jahada yang bentuk 

mashdarnya adalah jahdun dan juhdan yang keduanya bermakna 

kemampuan.
39

 Dalam buku Ushul Fikih, ijtihād juga diambil dari kata al-

Jahd atau al-Juhd yang berarti al-masyaqat (kesulitan dan kesusahan) 

dan ath-thaqah (kesanggupan dan kemampuan).
40

 Dalam Al-Qur‟an 

disebutkan: 

   

Artinya: “…Dan (mencela) orang yang tidak memperoleh 

(sesuatu untuk disedekahkan) selain kesanggupan…”(Q.S. At-

Taubah [9]: 79)
41

 

 

Oleh sebab itu, ijtihād menurut pengertian kebahasaan badzl al-

wus‟ wa al-majhud “pengerahan daya dan kemampuan,”
42

 atau 

“pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari 

aktivitas-aktivitas yang berat dan sukar”.
43

 Dengan demikian, ijtihād 
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berarti usaha maksimal untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu.
44

 

Maka, tidak disebut ber-ijtihād jika hanya mengangkat hal-hal yang 

ringan, seperti mengangkat sebiji sawi.
45

  

Dari pengertian kebahasaan terlihat dua unsur pokok dalam 

ijtihād: pertama, daya atau kemampuan, kedua, obyek yang sulit dan 

berat. Daya atau kemampuan di sini dapat diaplikasikan secara umum, 

yang meliputi daya fisik-material, mental-spiritual, dan intelektual. 

Ijtihād sebagai terminologi keilmuan dalam Islam juga tidak terlepas dari 

dua unsur tersebut. Akan tetapi, karena kegiatan keilmuan lebih banyak 

bertumpu pada kegiatan intelektual, maka pengertian ijtihād lebih banyak 

mengacu kepada pengerahan kemampuan intelektual dalam memecahkan 

berbagai bentuk kesulitan yang dihadapi, baik yang dihadapi oleh 

individu maupun umat secara menyeluruh.
46

 

Adapun definisi ijtihād secara terminologi dalam kamus fikih, 

ijtihād ialah usaha yang sungguh-sungguh dari seseorang atau beberapa 

orang ulama yang memiliki syarat-syarat tertentu, di suatu tempat dan 

pada waktu tertentu untuk merumuskan kepastian mengenai sesuatu yang 

tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur‟an atau Hadits.
47
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Di kalangan ulama Ushul Fikih terdapat berbagai redaksi dalam 

mendefinisikan ijtihād, namun intinya adalah sama.
48

 Namun definisi 

ijtihād secara umum adalah sebagai berikut:
49

 

 

Artinya: “Aktivitas untuk memperoleh pengetahuan (istinbath) 

hukum syara‟ dari dalil terperinci dalam syari‟at.” 

Sedangkan pendapat ulama Ushul Fikih, diantaranya yaitu 

pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abd al-Syakur, dari kalangan 

Hanafiyah mendefinisikannya sebagai: “Pengerahan kemampuan untuk 

menemukan kesimpulan hukum-hukum syara‟ sampai ke tingkat dzanni 

(dugaan keras) sehingga mujtahid itu merasakan tidak bisa lagi berupaya 

lebih dari itu”.
50

 

Selanjutnya, sebagaimana yang dinukil oleh Satria Effendi, ahli 

Ushul Fikih dari kalangan Syafi‟iyah, Al-Baidawi mendefinisikan ijtihād 

sebagai: “Pengerahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan 

hukum-hukum syara‟”.
51

 Lebih  jelas lagi definisi ijtihād menurut Abu 

Zahrah. Ahli Ushul Fikih yang hidup pada awal abad kedua puluh ini 

mendefinisikan ijtihād sebagai: “Pengerahan seorang ahli fikih akan 

kemampuannya dalam upaya menemukan hukum yang berhubungan 

dengan amal perbuatan dari satu per satu dalilnya”. Definisi ijtihād lain 

yang dikemukakan oleh Abu Zahrah adalah: ”Mencurahkan seluruh 
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kemampuan secara maksimal, baik untuk meng-istinbat-kan hukum 

syara‟, maupun dalam penerapannya”.
52

 

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

ijtihād adalah pengerahan segala daya kemampuan seorang intelektual 

atau ahli dalam hukum Islam untuk memperoleh pengetahuan tentang 

hukum sesuatu melalui dalil syara‟. 

Selanjutnya, mengenai dasar hukum dibolehkannya berijtihād 

akan diuraikan sebagai berikut. Ijtihād bisa dipandang sebagai salah satu 

metode untuk menggali sumber hukum Islam. Yang menjadi landasan 

dibolehkannya ijtihād banyak sekali, baik melalui pernyataan yang jelas 

maupun berdasarkan isyarat, di antaranya:
53

 

1) Firman Allah SWT. 

           

Artinya: “Sesungguhnya kami turunkan kitab kepadamu secara 

hak, agar dapat menghukumi di antara manusia dengan apa yang 

Allah mengetahui kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 105)
54

 

 

Dalam ayat tersebut terdapat penetapan ijtihād berdasarkan qiyas. 

 

 

Artinya: “Sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda bagi 

orang-orang yang berfikir.” 
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Ayat Al-Qur‟an yang menjadi dasar berijtihād juga terdapat di 

dalam surah An-Nisa‟ ayat 59: 

                    

                        

             

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian 

jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa‟ [4]: 59)
55

 

 

Perintah mengembalikan sesuatu yang diperdebatkan kepada Al-

Qur‟an dan Hadits, menurut Ali Hasaballah, sebagaimana yang dikutip 

oleh Staria Effendi, adalah peringatan agar orang tidak mengkuti hawa 

nafsunya, dan mewajibkan untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya 

dengan jalan ijtihād dalam membahas kandungan ayat atau hadits yang 

barangkali tidak mudah untuk dijangkau begitu saja, atau berijtihād 

dengan menerapkan kaidah-kaidah umum yang disimpulkan dari Al-

Qur‟an dan Sunnah Rasulullah, seperti menyamakan hukum sesuatu 

yang tidak ditegaskan hukumnya dengan sesuatu yang disebutkan dalam 

Al-Qur‟an karena persamaan „illat-nya seperti dalam praktik qiyas 

(analogi), atau dengan meneliti kebijaksanaan syari‟at. Melakukan 
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ijtihād seperti inilah yang dimaksud mengembalikan sesuatu kepada 

Allah dan Rasul-Nya seperti yang dimaksudkan dalam ayat tersebut.
56

 

2) Hadits Nabi SAW. 

Adanya keterangan dari hadits yang membolehkan berijtihād, di 

antaranya: 

Hadits yang diriwayatkan oleh Umar:  

Artinya: “Dari „Amr bin al-„Ash, bahwasannya ia dengar 

Rasulullah SAW. besabda “Apabila seorang hakim menghukumi 

sesuatu, dan benar, maka ia mendapat dua, dan bila salah maka 

ia mendapat satu pahala.” (Muttafaq „Alaih)
58

 

 

Dan hadits Mu‟adz Ibnu Jabal ketika Rasulullah SAW. 

mengutusnya ke Yaman untuk menjadi hakim di Yaman. 
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Artinya: “Bercerita kepada kami Hannad bercerita kepada kami 

guru dari Syu‟bah dari Abi „Aunin Tsaqafi dari Al-Haris bin Amr, 

dari sekelompok orang teman-teman Mu‟az, sesungguhnya 

Rasulullah SAW. mengutus Mu‟az ke Yaman, maka beliau bertaya 

kepada Mu‟az, “Atas dasar apa kamu memutus suatu 

persoalan?” Ia menjawab, “Dengan apa yang ada dalam kitab 

Allah. Bertanya Rasulullah, “Jika kamu tidak mendapatkan 

dalam kitab Allah?” Dia menjawab: “Aku memutuskan dengan 

apa yang diputuskan Rasulullah”. Rasul bertanya lagi, ”Jika 

tidak mendapatkan dalam ketetapan Rasulullah?” berkata 

Mu‟adz, “Aku berijtihād dengan pendapatku.” Rasulullah 

bersabda, “Aku bersyukur kepada Allah yang telah menyepakati 

utusan dari Rasulul-Nya.” 
 

Dan hal itu telah diikuti oleh para sahabat setelah Nabi wafat.  Mereka 

selalu berijtihād jika menemukan suatu masalah baru yang tidak terdapat 

dalam Al-Qur‟an dan Hadits Nabi.
60

 

 

2. Fungsi dan Macam-macam Ijtihād 

Sebagaimana yang dinukil Satria Efendi, Imam Syafi‟i ra. (150 

H-204 H), penyusun pertama Ushul Fikih, dalam bukunya Ar-Risalah, 

ketika menggambarkan kesempurnaan Al-Qur‟an menegaskan: “Maka 

tidak terjadi suatu peristiwa pun pada seorang pemeluk agama Allah, 
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kecuali dalam kitab Allah terdapat petunjuk tentang hukumnya”.
61

 

Menurutnya, hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur‟an yang bisa 

menjawab bebagai persoalan itu harus digali dengan kegiatan ijtihād. 

Oleh karena itu, menurutnya, Allah mewajibkan kepada hamba-Nya 

untuk berijtihād dalam upaya menimba hukum-hukum dari sumbernya 

itu. Selanjutnya ia mengatakan bahwa Allah menguji ketaatan seseorang 

untuk melakukan ijtihād, sama halnya seperti Allah menguji ketaatan 

hamba-Nya dalam hal-hal yang diwajibkan lainnya.
62

 

Pernyataan Imam Syafi‟i di atas, menggambarkan betapa 

pentingnya kedudukan ijtihād di samping Al-Qur‟an dan Hadits Nabi 

SAW. Ijtihād berfungsi baik untuk menguji kebenaran riwayat hadits 

yang tidak sampai ke tingkat hadits mutawwatir seperti hadits ahad, atau 

sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadits yang tidak tegas 

pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami kecuali dengan 

ijtihād, dan juga berfungsi untuk mengembalikan prinsip-prinsip hukum 

yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan Sunnah seperti qiyas, istihsan, dan 

maslahah mursalah. Hal yang disebut terakhir ini, yaitu pengembangan 

prinsip-prinsip hukum dalam Al-Qur‟an dan Sunnah adalah penting, 

karena dengan itu ayat-ayat dan hadits-hadits hukum yang sangat terbatas 

jumlahnya itu dapat menjawab permasalahan yang tidak terbatas 

jumlahnya.
 63
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Mengenai macam-macam ijtihād, di kalangan ulama, terjadi 

perbedaan pendapat. Imam Syafi‟i menyamakan ijtihād dengan qiyas, 

yakni dua nama, tetapi maksudnya satu. Dia tidak mengakui ra‟yu yang 

didasarkan pada istihsan atau maslahah mursalah.
64

 Sementara itu, para 

ulama lainnya memiliki pandangan lebih luas tentang ijtihād. Menurut 

mereka, ijtihād itu mencakup ra‟yu, qiyas, dan akal.
65

 

Pemahaman mereka tentang ra‟yu sebagaimana yang 

diungkapkan oleh para sahabat, yaitu mengamalkan apa-apa yang 

dipandang maslahat oleh seorang mujtahid, atau setidak-tidaknya 

mendekati syari‟at, tanpa melihat apakah hal itu ada dasarnya atau tidak 

(Al-Khadry : 126). Berdasarkan pendapat tersebut, Dr. Dawalibi 

membagi ijtihād menjadi tiga bagian, yang sebagiannya sesuai dengan 

pendapat Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqāt, yaitu: 

a. Ijtihād Al-Batani, yaitu ijtihād untuk menjelaskan hukum-hukum 

syara‟ dari nash. 

b. Ijtihād Al-Qiyasi, yaitu ijtihād terhadap permasalahan yang tidak 

terdapat dalam Al-Qur‟an dan As-Sunah dengan menggunakan 

metode qiyas. 

c. Ijtihād al-istishlah, yaitu ijtihād terhadap permasalahan yang tidak 

terdapat dalam Al-Qur‟an dan As-Sunah dengan menggunakan ra‟yu 

berdasarkan kaidah istishlah.
66
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Pembagian di atas masih belum sempurna, seperti yang 

diungkapkan oleh Muhammad Taqiyu al-Hakim dengan mengemukakan 

beberapa alasan, di antaranya jami‟ wal mani. Menurutnya, ijtihād itu 

dapat dibagi menjadi dua bagian saja, yaitu: 

a. Ijtihād al-aqli, yaitu ijtihād yang hujjahnya didasarkan pada akal, 

tidak menggunakan dalil syara‟. Mujtahid dibebaskan untuk berpikir, 

dengan mengikuti kaidah-kaidah yang pasti. Misalnya, menjaga 

kemadharatan, hukuman itu jelek bila tidak disertai penjelasan, dan 

lain-lain. 

b. Ijtihād syari‟. Yaitu ijtihād yang didasarkan pada syara‟, termasuk 

dalam pembagian ini adalah ijma‟, qiyas, istihsan, istishlah, „urf, 

istishhab, dan lain-lain.  

Sementara itu, macam-macam ijtihād dilihat dari sisi jumlah 

pelakunya dibagi menjadi dua: Ijtihād Fardi dan Ijtihād Jama‟i. Menurut 

al-Thayyib Khuderi al-Sayyid, yang dimaksud dengan ijtihād fardi 

adalah ijtihād yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa orang 

mujtahid. Misalnya, ijtihād yang dilakukan oleh para imam mujtahid 

besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi‟i, dan Ahmad bin 

Hanbal.
68

 

Sedangkan ijtihād jama‟i adalah apa yang dikenal dengan ijma‟ 

dalam kitab-kitab Ushul Fikih, yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat 

Muhammad SAW. setelah Rasulullah wafat dalam masalah tertentu. 
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Dalam sejarah Ushul Fikih, ijtihād jama‟i dalam pengertian ini hanya 

melibatkan ulama-ulama dalam satu disiplin ilmu, yaitu ilmu fikih. 

Dalam perkembangannya, apa yang dimaksud dengan ijtihād jama‟i, 

seperti dikemukakan al-Thayyib Khuderi al-Sayyid, di samping bukan 

berarti melibatkan seluruh ulama mujtahid, juga bukan dalam satu 

disiplin ilmu. Ijtihād jama‟i merupakan kegiatan ijtihād yang melibatkan 

berbagai disiplin ilmu di samping ilmu fikih itu sendiri sesuai dengan 

permasalahan yang akan dibahas.
69

 Hal ini mengingat, masalah-masalah 

yang bermunculan, ada yang berkaitan dengan ilmu selain ilmu fikih, 

seperti ilmu kedokteran, pertanian dan ilmu-ilmu sosial yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
70

 

Berkaitan dengan masalah di atas, Nadiyah Syarif al-„Umari, ahli 

Ushul Fikih berkebangsaan Mesir, dalam bukunya al-Ijtihād fi al-Islam, 

sebagaimana yang dikutip Satria Efendi, menjelaskan bahwa upaya untuk 

menjawab masalah-masalah baru yang tidak terdapat hukumnya dalam 

mazhab-mazhab fikih terdahulu, sesuai dengan keputusan muktamar 

pertama lembaga Majma‟ al-Buhus al-Islamiyah di Kairo tahun 1383 H, 

adalah dengan melakukan ijtihād jama‟i. Untuk merealisir ijtihād jama‟i 

dalam keputusan tersebut, menurut al-„Umari ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan: 

a. Masalah menentukan kelengkapan syarat-syarat sebagai seorang 

mujtahid yang akan ikut dalam ijtihād seperti ini diserahkan kepada 
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penguasa muslim yang mengatur orang Islam. Orang yang dipilih itu 

mewakili umat di masyarakat tempat ia berada. 

b. Di samping para ulama, dilibatkan pula para pakar berbagai bidang 

ilmu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. 

c. Jika terjadi perbedaan pendapat dalam sidang, maka diambil pendapat 

dari ulama terbanyak. 

d. Penguasa hendaklah memberikan instruksi untuk menerapkan hasil 

ijtihād jama‟i ini ke dalam kehidupan sehingga putusan ijtihād jama‟i 

itu mempunyai kekuatan mengikat.
71

 

3. Metode ijtihād Ulama 

Proses pemikiran ulang dan penafsiran ulang hukum secara 

independen dikenal sebagai ijtihād. Dalam periode awal, ra‟y 

(pertimbangan pendapat pribadi) merupakan  alat pokok dari ijtihād.
72

 

Dapat dikatakan bahwa metode ijtihād dalam ilmu fikih telah muncul 

pada abad kedua dan mencapai puncak kemantapannya pada pertengahan 

abad ke-IV hijriyah, di tangan para imam empat mazhab. Begitu 

mantapnya, sehingga seperti yang dikatakan Ibnu Munir dalam buku al-

Qahthany, para pengikut imam-imam mazhab masa sekarang, walaupun 

memenuhi syarat sebagai mujtahid namun mereka berkomitmen untuk 

tidak membuat mazhab lagi. Hal itu karena peluang untuk membuat 

ushul dan kaidah yang berbeda dengan yang sudah ada kecil sekali.
73
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Secara prinsip, metode dalam mengetahui hukum syara‟ adalah 

dengan mencarinya dalam Al-Qur‟an, kalau tidak ditemukan dicari dalam 

hadits Nabi, dan kalau tidak ditemukan juga berijtihād dengan 

menggunakan ra‟yi. Atas dasar itu fukaha dari kalangan sahabat 

bermusyawarah, sebagian berhasil memperoleh kesepakatan, sehingga 

menjadi ijma‟, dan sebagian lagi diikhtilafkan. Ketika sampai kepada 

generasi tabi‟in dan para imam mazhab rujukan mereka adalah Al-

Qur‟an, Sunnah, ijma‟ dan aqwal sahabat. Sebagaimana yang dikatakan 

Abu Hanifah, sebagai berikut: 

Aku memutuskan perkara dengan Kitabullah, kalau tidak aku 

temukan dalam Kitabullah aku mencarinya dalam Sunnah 

Rasulullah, kalau tidak ditemukan juga, aku mencari dalam fatwa 

sahabatnya, (kalau mereka berbeda pendapat) aku mengambil 

pendapat yang paling aku sukai (yang paling dekat dengan 

Kitabullah) dan meninggalkan pendapat yang aku sukai, tapi aku 

tidak keluar dari pendapat sahabat ke pendapat yang lain. Namun 

ketika sampai pada Ibrahim, al-Sya‟by, al-Hasan dan Ibnu Sirin 

dan Said bin Musayyab aku juga berijtihad sebagaimana mereka 

berijtihad.
74

 

 

Dalam berijtihād itu Abu Hanifah menggunakan qiyas, istihsan 

dan „urf. Jumhur ulama sepakat dengan hirarki dalil yang disusun oleh 

Imam Syafi‟i yang akan digunakan mujtahid yaitu Al-Qur‟an, Sunnah, 

Ijma‟, Qiyas.
75

 Sementara dalil-dalil yang lain seperti qaul shahaby, 

istihsan, „urf, istishab, sad dzari‟ah diikhtilafkan ulama kehujjahannya. 

Namun walaupun berada di bawah dalil-dalil yang disepakati, dalil-dalil 

itu perlu dipertimbangkan oleh mujtahid. Hal itu karena dalil-dalil yang 
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diikhtilafkan ini dari segi dasar pemikiran semuanya merujuk kepada 

dalil yang disepakati, bahkan kepada dua sumber utama, yaitu Al-Qur‟an 

dan Sunnah.
76

 

Para imam mazhab membangun mazhabnya dengan menekankan 

kepada dalil-dalil yang mereka gunakan, bukan kepada pendapat mereka. 

Sehingga Abu Yusuf meriwayatkan bahwa Abu Hanifah melarang 

siapapun untuk berfatwa dengan pendapatnya sebelum mengetahui dasar 

dia mengatakannya.
77

 Imam Malik mengatakan bahwa dia manusia biasa 

yang mungkin salah dan mungkin benar, maka hendaklah dilihat 

pendapatnya, jika sesuai dengan Al-Qur‟an dan Sunnah diambil, tapi jika 

tidak sesuai pendapatnya ditinggalkan. Demikian pula Imam Syafi‟i dan 

Imam Ahmad mengningatkan bahwa kalau pendapatnya bertentangan 

dengan sunnah maka yang harus diikuti Sunnah bukan pendapatnya.
78

 

Dari sisi prinsip ushul hampir tidak ada perbedaan pendapat-

pendapat para imam mazhab. Hanya terdapat perbedaan pada penekanan 

masing-masing mazhab dalam menggunakan beberapa dalil. Abu 

Hanifah lebih banyak menggunakan qiyas dan istihsan, serta 

membolehkan penggunaan hiyal syar‟iyah. Imam Malik lebih 

mendahulukan amal ahli Madinah dan banyak menggunakan maslahah 

mursalah, menggunakan sad dzari‟ah, istishab dan „urf. Imam Syafi‟I 

menggunakan qiyas ketika darurat saja, dan Imam Ahmad menggunakan 
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hadits mursal dan dha‟if jika tidak ada dalam bab itu yang menolaknya, 

dan menganggap hadits ini lebih kuat dari qiyas. Dengan demikian, 

menurut seorang mujtahid atau mufti, walaupun dia berafiliasi kepada 

satu mazhab, seyogyanya merujuk juga kepada ushul dan aqwal mazhab 

lain. Khususnya dalam mazhab yang empat ini.
79

 

Dalil-dalil atau dasar pertimbangan baik yang disepakati maupun 

yang diikhtilafkan: 

 

 

 

a. Al-Qur’an 

Sebagaimana dkutip oleh Bunyana Sholihin, dari buku Ushūl al-

Fiqh al-Islami karangan Zaiyuddin Sya‟ban menerangkan definisi Al-

Qur‟an secara bahasa berasal dari lafaz Arab  لرآن -يمرأ -لرأ  (bacaan, 

referensi). Sedangkan secara istilah Al-Qur‟an adalah firman Allah SWT 

berupa wahyu yang diturunkan kepada rasulullah SAW dalam ungkapan 

bahasa Arab dan disampaikan kepada seluruh umatnya secara mutawātir 

dalam bentuk musĥaf yang diawali dengan surat Al-Fātiĥah dan diakhiri 

dengan surat An-Nās sebagai penjelasan menyangkut kemaslahatan 

hidup umat manusia, baik kemaslahatan mereka di dunia maupun di 
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akhirat kelak.
80

 Al-Qur‟an merupakan sumber pertama dan utama hukum 

syara‟ yang perlu dirujuk dan dijadikan sandaran oleh mujtahid atau 

mufti. Karena itu, setiap hukum syara‟ mesti memiliki sandaran dari Al-

Qur‟an, baik secara eksplisit atau implisit. Penjelasan Al-Qur‟an yang 

kebanyakan bersifat prinsip umum dan global sangat membantu mujtahid 

dalam menetapkan hukum.
81

 

b. Sunnah 

Sebagaimana yang di nukil Bunyana Sholihin, definisikan sunnah 

dalam kitab Manāhij al-Ijtihād  fi al-Islam, karangan Madzkur 

Muhammad Salam, definisi sunnah secara bahasa berasal dari lafaz Arab 

yaitu ّسنّة- يسنّ- سن  artinya الطريقة (jalan/cara).
82

 Sunnah Sunnah 

merupakan sumber kedua untuk mengetahui hukum syara‟. Sunnah 

berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur‟an yang masih bersifat 

global, juga secara mandiri menerangkan hukum syara‟, tambahan 

terhadap apa yang ada dalam Al-Qur‟an.
83

 

c. Ijmā’ 

Ijmā‟ atau kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa 

setelah wafat Nabi, tentang suatu masalah syara‟, merupakan dasar 

penetapan hukum paling kuat setelah nash Al-Qur‟an dan Hadits. Dasar 

pemikiran ijmā‟ ialah keyakinan bahwa tidak mungkin para mujtahid 
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sepakat atas satu hal tanpa dalil syara‟. Oleh karena itu, penetapan 

hukum atas dasar ijmā‟ sama dengan merujuk kepada nash syara‟. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Taimiyah dalam Majmu‟ Fatwānya 

bahwa tidak ada ijmā‟ ulama tanpa nash,
84

 walaupun jumhur ulama 

melihat ijmā‟ boleh saja berdasarkan ijtihad atau qiyas.
85

 

d. Qiyas 

Qiyas secara bahasa berarti qadr (ukuran, bandingan),
86

 

maksudnya adalah meng-ilhaqkan cabang yang belum dijelasakan 

hukumnya dengan ashalnya yang sudah jelas hukumnya karena 

kesamaan illat antara keduanya, merupakan dalil yang penting.
87

 Syekh 

al-Zarqa mengatakan bahwa qiyas merupakan sumber hukum fikih yang 

paling kaya dalam menetapkan hukum masalah kontemporer.
88

 

e. Istihsān 

Istihsān secara etimologi berarti menilai sesuatu sebagai baik.
89

  

Istihsan adalah penetapan hukum dalam masalah yang tidak dijelaskan 

nash dengan menyalahi dalil qiyas dan kaidah umum syari‟ah, karena 

suatu pertimbangan yang juga diakui syari‟ah. Hakikatnya istihsān 

penetapan hukum dengan menggunakan qiyas khafi ketika qiyas zhahir 
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tidak memungkinkan, atau merupakan pengecualian dari dalil-dalil dan 

kaidah umum, karena ada dalil khusus.
90

 

f. Istishāb 

Istishāb secara etimologi berarti meminta kebersamaan (thalab al-

mushāhabah), atau berlanjutnya kebersamaan (istimrār ash-shuhbah).
91

 

Atau menurut Susiadi, istishāb adalah mencari sesuatu yang ada 

hubungannya.
92

 Ringkasnya istishāb adalah cara menetapkan hukum 

dengan melihat kepada hukum sebelumnya atau meneruskan hukum yang 

sudah ada. Dalil istishāb hanya digunakan  apabila tidak ditemukan dalil 

suatu masalah, dan setelah dilakukan kajian secara maksimal. Istishāb 

merupakan dalil terakhir atau merupakan solusi dalam kebuntuan.
 93

 

g. Maslahah Mursalah 

Maslahah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa al-

maslahah menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. 

Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa 

karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada 

masalah tersebut.
94

 

Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh 

nash atau ijmā‟ didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat 
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atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah.
95

 Dalam pada itu, 

setiap „illat yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada 

kepentingan kemaslahatan menusia (al-maslahah).
96

 

h. Aqwāl Ulama Mazhab 

Aqwāl ulama mazhab, khususnya mazhab yang empat dapat 

dijadikan pertimbangan dalam istinbath hukum kontemporer, karena 

beberapa alasan:
97

 

1) Mazhab-mazhab fikih telah berkontribusi dalam ilmu fikih dan 

memberikan solusi terbaik dalam furū‟ fikih, dalam berbagai 

persoalan umat Islam, di samping mewariskan kaidah dan metode 

dalam ijtihad. Sehingga, tidak mungkin seorang mengklaim telah 

melakukan ijtihad dalam masalah kontemporer sebelum melakukan 

kajian terhadap warisan yang ditinggalkan ulama fikih, baik ulama 

klasik ataupun mutaakhirin.
98

 

2) Mazhab-mazhab fikih merupakan bentuk aplikatif dari sumber-sumber 

syari‟ah Islam. Dengannya seseorang mengetahui bagaimana 

mengeluarkan furū‟ dari ushul, yang nanti diperlukan ketika ingin 

menetapkan hukum kasus baru. Melakukan penelitian atas aqwal 

dalam mazhab adalah salah satu cara untuk mengetahui kebenaran. 
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Inilah yang dilakukan oleh Ibnu Rusydi dalam Bidayah Mujtahid, 

yang menjadikan mazhab-mazhab fikih menjadi objek studi 

perbandingan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
99

 

3) Melalui āqwal ulama mazhab fikih diperoleh solusi berbagai 

persoalan umat, baik masalah sosial, ekonomi dan lain-lain, yang 

mungkin tidak akan ditemukan hukumnya dalam Al-Qur‟an dan 

Sunnah. Dengan demikian mazhab-mazhab fikih merupakan  jalan 

menuju Allah, sebagaimana yang dikatakan al-Syathibi: 

“Paham yang moderat dan sesuai dengan maksud syari‟ah 

adalah apa yang dipegangi oleh salafussolih, yaitu seorang 

muqallid hendaklah melihat mazhab-mazhab fikih, dan 

pendapat yang paling lurus menuju Allah adalah paling berhak 

dan utama untuk diikuti. Untuk itu studi perbandingan antara 

mazhab-mazhab dan mentarjih salah satu diantara mazhab-

mazhab itu harus dilakukan. Dan ini adalah cara yang lebih 

dekat kepada maqashid syari‟ah, dan lebih jauh dari mengikut 

hawa nafsu.”
100

 

4. Hak Ex Officio Hakim 

a. Pengertian Hak Ex Officio Hakim 

Dalam kamus Hukum, kata Ex Officio berarti karena 

jabatan,
101

 seperti dalam kalimat memangku jabatan secara ex 

officio.
102

 Sedangkan menurut Subekti, pengertian hak ex officio 

berasal dari bahasa Latin, ambtshalve yang berarti karena jabatan, 

tidak berdasarkam surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak 
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berdasarkan surat permohonan.
103

 Jadi, menurut kami, hak ex officio 

hakim merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena 

jabatannya untuk bertindak menyelesaikan suatu permasalahan 

tertentu di luar peraturan perundang-undangan selama mempunyai 

argument yang logis sesuai undang-undang. 

 

b. Dasar Hukum Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak 

Pasal 178 HIR ayat 3 dan pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan 

hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut 

atau mengabulkan  lebih dari yang dituntut.
104

 Larangan ini disebut 

dengan ultra petitum partium.
105

 Namun, dalam keadaaan tertentu 

pada perkara perceraian, khususnya cerai talak, hakim dapat 

memutuskan lebih dari yang diminta karena jabatannya dengan 

catatan hal tersebut dilakukan berdasarkan demi keadilan. Hal ini 

berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya 

yang disebut dengan hak ex officio. Dasar dilaksanakannya hak ex 

officio ini diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada 
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bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau 

menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”.
106

 Berdasarkan pasal 

tersebut, kata “dapat” ditafsirkan “boleh” secara ex officio, yang 

memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut‟ah dan nafkah 

„iddah, sebagai bentuk perlindungan hak mantan isteri akibat 

perceraian.
107

 

Sebagaimana dalam perkawinan memuat hak dan kewajiban 

antara suami dan isteri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada 

akibat hukum darinya. Salah satu akibat dari terjadinya perceraian 

adalah isteri menjalani masa „iddah  yaitu suatu masa bagi seorang 

perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi 

karena wafat suaminya atau karena bercerai dengan suaminya. Hukum 

„iddah  adalah wajib bagi perempuan yang ditalak suaminya. Akibat 

dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib 

memberikan mut‟ah dan nafkah „iddah  bagi isterinya yang dijatuhi 

talak dengan syarat isteri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang 

dapat menghalangi nafkah.
108

 

Dalam hal ini nafkah „iddah  ini sangat penting bagi suami 

untuk memberikannya kepada mantan isteri agar tidak terlantar dalam 

menjalani masa „iddah yang diwajibkan oleh agama kepadanya. 

Sedangkan mut‟ah adalah harta yang diberikan kepada mantan isteri 
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sebagai pemberian dari suami sewaktu ia menceraikannya. Jumlah 

atau pemberiannya berdasarkan kemampuan suami dan atas dasar 

kerelaan dari kedua belah pihak. Perbuatan ini memiliki nilai 

psikologis di samping sebagai bentuk penghargaan kepada isteri.
109

 

Pasal 41 huruf (c) ini sebagai bentuk perlindungan hak mantan 

isteri akibat cerai talak. Pasal ini menentukan kewajiban kepada 

mantan suami untuk memenuhi mut‟ah dan nafkah „iddah  kepada 

isteri setelah terjadinya perceraian. Hak ini dikarenakan ketentuan 

pasal 41 huruf (c) marupakan lex spesialis, maka hakim karena 

jabatanya tanpa harus ada permintaan dari pihak isteri, dapat 

menghukum dalam putusan tersebut kepada mantan suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban 

bagi mantan isteri. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya perceraian 

yang adil, serta peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
110

 

Selain pasal tersebut, ketentuan hukum mengenai hak ex 

officio hakim juga diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) yang menyatakan bahwa: 

1) Memberikan mut‟ah yang layak kepada mantan isteri, baik 

berupa uang maupun benda, adapun besarnya mut‟ah ini 

disesuaikan dengan kepatutan atau kelayakan dan kemampuan 

mantan suami; 
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2) Memberikan nafkah „iddah , tempat tinggal dan pakaian kepada 

mantan isteri dalam masa „iddah , kecuali mantan isteri telah 

dijatuhi talak ba‟in atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil; 

3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau 

sebagian apabila qabla dukhūl; 

4) Memberikan biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya yang 

belum mencapai usia 21 tahun. Biaya pemeliharaan anak tetap 

kewajiban suami meskipun telah terjadi perceraian dengan 

ibunya.
111

 

Kemudian dalam pasaI 152 KHI juga dijadikan sebagai 

pedoman untuk hakim dalam menerapkan hak ex officio nya, yaitu 

mengenai nafkah „iddah  yang diberikan kepada mantan isteri setelah 

perceraian, pasal tersebut berbunyi: “Bekas isteri berhak mendapatkan 

nafkah „iddah dari bekas suami kecuali ia nusyūz.”
112

 

Selain pasal-pasal tersebut, pedoman hakim dalam 

menerapkan hak ex officio juga terdapat dalam keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/-032/SK/IV/2006 tentang 

pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admnistrasi 

Peradilan Agama, ditentukan sebagai berikut: “Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar‟iyah secara ex officio dapat menetapkan 

kewajiban nafkah „iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang 
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isterinya tidak terbukti berbuat nusyūz dan menetapkan kewajiban 

mut‟ah.
113

 

Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan keputusan 

administratif yang bersifat individual dan konkrit, berbeda halnya 

dengan peraturan yang sifatnya general dan abstrak (keberlakuannya 

ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum.
114

 

c. Penerapan Hak Ex officio dalam Hukum Acara Perdata 

Hakim sebagai judge made law dan sebagai penjelmaan dari 

hukum, memiliki kewajiban bukan hanya ditujukan dalam 

melaksanakan fungsi peradilan semata, namun lebih jauh, hakim 

dituntut dapat menyelesaikan problematika sosial, sehingga 

seyogyanya hakim harus mendengar rasa keadilan yang disuarakan 

oleh masyarakat.
115

 Karenanya, menurut Abdul Qodir Zaelani, hukum 

keluarga merupakan hukum yang hidup dan mengakar di masyarakat, 

dan menempati posisi yang signifikan sebagai kekuatan moral 

masyarakat (moral force of people).
116

 Maka, hakim berwenang 

melakukan contra legent apabila ketentuan suatu pasal Undang-

undang bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan 
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kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam 

jiwa, perasaan dan kesadaran masyarat.
117

 

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan 

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, 

mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, 

sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk 

menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan 

hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.
118

 Misalnya pada perkara 

cerai talak hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena 

jabatannya. Hal ini berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang 

Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan 

suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan 

sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya.
119

 

Selain dalam pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam 

beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang 

dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan 

atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan 

pasal 178 ayat 3 HIR. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 Mei  

1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti 

kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak 

menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa 
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sepantasnya harus dibayar dalam hal itu tidak melanggar Pasal 178 

ayat 3 HIR
120

 selama masih sesuai dengan kejadian materiil, sebab 

hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan 

selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar 

menyelesaikan perkara. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah 

Agung tanggal 8 Januari 1972 berpendapat bahwa mengabulkan hal 

yang lebih daripada yang digugat tetapi yang sesuai dengan kejadian 

materiil diijinkan.
121

 

Ketika terjadi perceraian, sudah menjadi tugas hakim untuk 

memberikan hak yang seharusnya didapat para pencari keadilan. Hal 

ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat (2), yang menyatakan 

“Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-

kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya 

keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.
122

 Misalnya dalam 

perkara cerai talak ketika termohon hanya menjawab sekedarnya dan 

selanjutnya mengakui semua dalil-dalil permohonan pemohon. Patut 

diduga termohon mengalami beban mental di depan sidang, jangankan 

mengajukan rekonvensi melihat majelis hakim di ruang sidang bagi 

termohon adalah sebuah ketakutan tersendiri. Maka di sinilah 

pentingnya peranan hakim dalam memimpin jalannya persidangan. 
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Hakim berperan aktif dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala 

hambatan dan rintangan dalam rangka menegakkan keadilan. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi: 

           

   

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa [4] : 58) 

 

 
Di dalam proses penyelesaian perkara, hakim dalam 

memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang 

dihadapkan kepadanya, pertama harus menggunakan hukum tertulis 

terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau 

peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau 

tidak  tepat dengan permasalahan yang di hadapi, maka kemudian 

hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-

sumber yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau 

hukum tidak tertulis.
124

 

Seperti halnya yang terjadi di Sudan, pembaruan hukum telah 

banyak dilakukan, aturan hukum yang dibuat Negara tersebut 

berdasarkan hasil keputusan hakim (Qadhi al-Qudhat) yang kemudian 
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dibukukan dalam bentuk Manshurat
125

. Produk hukum keluarga 

Sudan mengarah kepada kebijakan reformasi melalui keputusan hakim 

(the expedient of reform by judicial decisions).
126

 Jadi, keputusan 

hakim lah yang menjadi aturan hukum.  

5. Dasar Pertimbangan dalam Putusan Hakim 

a. Pengertian Pertimbangan 

Pertimbangan atau yang disebut dengan considerans 

merupakan dasar putusan. Adapun yang dimuat dalam bagian 

pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai 

pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim sampai 

mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai 

nilai objektif.
127

 

Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu 

pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan 

pertimbangan tentang hukumnya.
128

 Pertimbangan duduk perkara 

menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang 

duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, 

jawaban tergugat, replik, duplik bukti-bukti dan saksi-saksi serta 

kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam 
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mengkonstantir
129

 dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh 

para pihak. Sedangkan pertimbangan tentang hukumnya 

menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta atau 

kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, baik dari 

pihak penggugat maupun tergugat dan memuat dasar-dasar hukum 

yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus 

perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.
130

 

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara, 

yaitu peraturan perundang-undangan  Negara dan hukum syara‟.
131

 

Peraturan perundang-undangan Negara disusun menurut urutan 

derajatnya dengan memperhatikan asas-asas, jenis dan hierarki 

peraturan perUndang-undangan.
132

 Sedangkan dasar hukum syara‟ 

usahakan mencarinya dari Al-Qur‟an, hadits, qaul fuqāhā‟, yang 

diterjemahkan dalam bahasa hukum.
133

 

b. Dasar pertimbangan aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam 

Putusan Hakim 

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana 

kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu 

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata 

usaha Negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus 
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mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan 

sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan 

dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang 

berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral 

(moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice).
134

 

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama 

dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim 

sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang 

dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang 

sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut 

adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika 

ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah 

menciptakan keadilan.
135

 

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan 

pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, 

mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. 

Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan 

pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijakan yang mampu 

mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas 

penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan 
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tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain 

agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.
136

 

c. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam 

Putusan Hakim 

Dalam membuat keputusan, hakim harus memuat idée des 

recht, yang meliputi tiga unsur, yaitu: keadilan (gerechtigkeit), 

kepastian hukum (rechtsicherheit) dan kemanfaatan 

(zwechmassigkeit). Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dan 

diterapkan secara proporsional.
137

 Namun dalam praktik peradilan, 

sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas 

tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, 

hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada 

diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri 

pada titik keadilan dan kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan 

berada diantara keduanya. Adapun penekanan pada kepastian hukum, 

lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis 

dari hukum positif yang ada.
138

 

Sedangkan penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus 

mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang 

terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. 
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Hakikat keadilan menurut John Cristman
139

, dibagi menjadi tiga 

macam yaitu teori keadilan retributif, korektif dan distributif. Namun, 

secara umum teori keadilan dibagi menjadi dua macam, yaitu teori 

keadilan retributif dan distributif. Keadilan retributif adalah keadilan 

yang berkaitan dengan terjadinya kesalahan. Sedangkan keadilan 

distributif yaitu keadilan yang berkaitan dengan pembagian nikmat 

(benefit) dan beban (burdens). Pada keadilan distributif, terdapat 

ketidaksepakatan terkait isi terhadap prinsip keadilan yang mengatur 

pembagian hak dan kewajiban dalam masyarakat.
140

 Adapun 

penerapan keadilan dalam putusan, yaitu harus didasarkan pada 

prinsip-prinsip yang dapat dipertangung jawabkan, baik secara intuitif 

maupun rasional.
141

 Penekanan pada asas kemanfaatan lebih 

bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa 

hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus 

berguna bagi masyarakat.
142

 

 

 

 

 

B. Mut’ah 
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1. Pengertian Mut’ah 

Kata Mut‟ah berasal dari kata Arab (َيَمْتَعُ-مَتَع)  yang artinya 

kenikmatan, kelezatan, kesenangan.
143

 Dalam kamus bahasa Arab jika 

kata mut‟ah digabung dengan  thalak ( المُطَلَّمَةِ مُتْعَةُ المَرْأَةِ ) maka artinya 

adalah pengganti/kompensasi pada perempuan yang di talak.
144

 Dalam 

kamus fikih, kata mut‟ah ini berarti pemberian atau nafkah dari suami 

kepada istri yang diceraikan untuk menyenangkan hatinya.
145

  

Secara istilah, mut‟ah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

memiliki arti yaitu sesuatu  berupa uang, barang, dan lain sebagainya 

yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal 

hidup (penghibur hati) bekas istrinya tersebut.
146

 Atau suatu pemberian 

dari suami kepada isterinya sewaktu dia menceraikannya seperti yang 

dijelaskan dalam buku Fiqh Islam karangan H. Sulaiman Rasjid.
147

 

Dari pengertian kata mut‟ah yang telah duraikan di atas baik 

secara bahasa maupun secara istilah, dapat disimpulkan bahwa mut‟ah 

artinya adalah suatu pemberian dari suami kepada mantan istrinya 

sebagai penghibur hati akibat perceraian, pemberian itu dapat berupa 

uang ataupun barang. 
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Pemberian mut‟ah ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah 

SWT.  kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka 

dengan prinsip: imsak bi ma‟rūf aw tasrīh  bi ihsān (yakni 

mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan 

atau menceraikan dengan kebajikan). Oleh sebab itu, kalaupun hubungan 

perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap di jaga, 

hubungan baik pun dengan mantan istri dan keluarganya sedapat 

mungkin dipertahankan, di samping melaksanakan pemberian mut‟ah 

dengan ikhlas dan sopan santun, tanpa sedikit pun menunjukkan 

kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pelecehan.
148

 

2. Dasar Hukum Mut’ah 

Mengenai dasar hukum mut‟ah ini terdapat di dalam Firman 

Allah SWT. surah al-Baqarah ayat 24: 

        

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah 

diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai 

suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”(Al-Baqarah 

[2]: 24)
149

 

 

Juga Firman Allah SWT. dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 49 
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Artinya: “Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka 

itu dengan cara yang sebaik- baiknya.” (Q.S. Al-Ahzab [33]: 

49)
150

 

 

Menurut Ath-Thabari, yang dimaksud oleh Allah dengan firman-

Nya “kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut‟ah 

oleh suaminya” ini adalah sesuatu yang dapat menyenangkan si isteri 

baik berupa pakaian, harta, pelayan, atau lainnya yang dapat menghibur 

hatinya.
151

 

Selanjutnya mengenai dasar hukum mut‟ah juga terdapat dalam 

Firman Allah SWT. yang menegaskan adanya mut‟ah para istri Nabi 

yaitu dalam surat Al-Ahzab [33] ayat 28. 

                        

                

 

Artinya: “Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika 

kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, 

Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan Aku 

ceraikan kamu dengan cara yang baik.” (Q.S. Al-Ahzab: 28)
152

 

 

Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa ayat ini turun tatkala 

Nabi Muhammad SAW. pulang setelah berperang menghadapi Bani 

Quraizah dan Bani Wadir dengan mendapat kemenangan, istri-istri Nabi 

menduga bahwa beliau telah mendapatkan barang-barang berharga dan 

simpanan orang-orang Yahudi dari hasil Ghanimah (rampasan perang). 
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Lalu para istri Nabi ini duduk disekitar Nabi seraya berkata, “Wahai 

Rasulullah! Anak-anak perempuan kaisar bergelimangn dengan 

perhiasan dan permata, demikian pula pelayan-pelayan dan hamba-

hamba perempuannya, sedangkan kami sebagai apa yang Engkau lihat 

berada dalam kemiskinan dan kesempitan penghidupan.”
153

 

Hal ini ternyata membuat hati Nabi SAW sedih, karena mereka 

meminta kepadanya untuk diberi penghidupan yang mewah sebagaimana 

putrid raja dan anak-anak orang kaya yang bergelimangan dengan harta, 

perhiasan dan kesenangan duniawi. Lalu Allah SWT. memerintahkan 

kepada Nabi agar membacakan ayat-ayat yang diturunkan berkenaan 

dengan sikap mereka itu.
154

 

Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah hadits dari Jarir ra. 

Yang telah menceritakan: Abu Bakar datang meminta izin untuk 

menemui Rasulullah Saw sedangkan orang-orang (para sahabat 

lainnya) dalam keadaan duduk-duduk di dalam rumahnya. 

Sahabat Abu Bakar belum diberi izin untuk masuk. Kemudian 

datang pula sahabat Umar meminta izin untuk masuk, tetapi ia 

pun tidak diperkenankan masuk pula. Lalu tidak lama kemudian 

Nabi memberikan izin kepada Abu Bakar  dan Umar dan 

keduanya masuk ke dalam. Pada saat itu, Nabi sedang duduk, dan 

di sekitarnya terdapat isteri-isterinya sedang beliau hanya diam 

saja. Maka Umar berkata, “Sungguh aku akan bicara dengan 

Nabi barangkali saja beliau berkenan untuk tertawa.” Lalu ia 

berkata, “Wahai Rasulullaha, seandainya engkau melihat anak 

perempuan Zaid (istrinya sendiri) yang tadi meminta nafkah 

kepadaku, maka aku pukul batang lehernya.” Maka Nabi SAW 

tertawa sehingga gigi serinya kelihatan, seraya berkata, “mereka 

pun yang berada di sekitarku ini meminta nafkah kepadaku.” 

Lalu Abu Bakar bangkit menuju „Aisyah ra. Untuk memukulnya 

dan Uamr bangkit pula menuju Hafshah, dan kedua-duanya 

mengatakan (kepada anak-anaknya masing-masing), “Apakah 
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kamu meminta sesuatu dari Nabi SAW. yang tidak ia miliki?” 

maka Nabi melarang keduanya. Lalu mereka (istri-istri Nabi) 

berkata,”Demi Allah  kami tidak akan lagi meminta kepada 

Rasulullah SAW. apa yang tidak dimilikinya, sesudah pertemuan 

ini.”
155

 

Ketika ayat ini turun lalu Nabi menawarkan hal tersebut kepada 

mereka (istri-istrinya). Memulai hal ini dari Siti „Aisyah yang 

merupakan isteri yang paling dicintai. Lalu beliau menyuruhnya untuk 

memilih seraya membacakan ayat Al-Qur‟an tersebut. Maka „Aisyah 

memilih Rasulullah SAW. dan Allah SWT. serta kehidupan akhirat. Hati 

Rasulullah SAW. sangat gembira setelah mendengar jawabannya, 

kemudia pilihan tersebut diikuti oleh istri-istri Nabi yang lainnya.
156

 

Menurut Maraghi, ayat ini merupakan perintah Allah SWT. 

kepada Nabi SAW. untuk mengatakan kepada istri-istrinya memilih 

salah satu diantara dua perkara, yaitu lebih memilih kelezatan duniawi 

dan kenikmatannya serta lebih menyukai perhiasannya, bila itu yang 

menjadi pilihannya, maka tidak ada tempat bagi istri-istri Nabi disisinya. 

Karena disisi Nabi tidak ada sesuatu hal tersebut yaitu harta dan 

kesenangan duniawi. Kata Nabi, “Maka kemarilah kalian, aku akan 

memberi kepada kalian apa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. 

terhadap kaum  lelaki buat kaum wanita, yaitu mut‟ah di kala mereka 

berpisah (talak) dari pernikahannya.” Hal itu sebagai penyenang buat 

penghibur hati mereka dan sebagai ganti rugi atas kemudhorotan yang 

menimpa mereka sebagai akibat perceraian.
157
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3. Pandangan Ulama tentang Hukum Membayarkan Mut’ah 

Terdapat perbedaan perdapat dikalangan ulama mengenai hukum 

di dalam membayarkan mut‟ah ini. Jumhur fukaha berpendapat bahwa 

mut‟ah (pemberian untuk menyenangkan hati isteri) tidak diwajibkan 

untuk setiap isteri yang dicerai. Fukaha Zhahiri berpendapat bahwa 

mut‟ah wajib untuk setiap isteri yang dicerai.
158

 

a. Mazhab Hanafi 

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mut‟ah diwajibkan 

untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli, sedang suami 

belum menentukan mahar untuknya. 
159

 Dalam kitab Fiqhu Islam wa 

Adillatuhu, karangan Wahbah Zuhaili dijelaskan, Mazhab Hanafi 

berpendapat mut‟ah bisa jadi wajib bisa jadi sunnah. Mut‟ah 

diwajibkan dalam dua jenis perceraian. Pertama, perceraian 

mufawwidhah sebelum terjadi persetubuhan. Atau disebutkan mahar 

untuk si istri dengan penentuan yang rusak.  Maksudnya, perceraian 

yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat dalam 

pernikahan yang didalamnya tidak disebutkan mahar, dan tidak 

diwajibkan setelahnya atau penentuannya rusak.
160

 Pendapat ini 

disepakati oleh jumhur selain mazhab Maliki.
161

 

                                                 
158

 Ibnu Rusyd, “Bidayatu „l-Mujtahid”, Penerjemah: M.A. Abdurrahman, A. Haris 

Abdullah, Tarjamah Bidayatu „l-Mujtahid, C.V. Asy Syifa‟, Semarang, 1990, hlm. 551 
159

 Ibid., hlm 151 
160

 Wahbah Zuhaili, Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu, Alih Bahasa Masdar Helmy, 

jilid 9, Gema Insani, Darul Fikir, Jakarta, 2011, hlm. 285  
161

 Ibid., hlm. 285 



 

 

Pendapat mazhab Hanafi ini didasarkan kepada Firman Allah 

SWT. surat Al-Baqarah (2) ayat 236, 

                  

                      

            

 

Artinya:”Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, 

jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu 

bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan 

maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah 

(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut 

kemampuannya dan orang yang miskin menurut 

kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. 

yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang 

yang berbuat kebajikan.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 236)
162

 

Allah SWT. memerintahkan untuk memberikan mut‟ah dan 

perintah memiliki arti wajib. Hal tersebut ditegaskan dalam 

penghujung ayat yang berbunyi. “Yang demikian itu merupakan 

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”(Q.S. Al-

Baqarah [2]: 236). Mut‟ah dalam kondisi ini merupakan pengganti 

setengah bagian mahar. Setengah bagian mahar itu wajib. Pengganti 

wajib adalah wajib karena dia menempati posisinya, seperti halnya 

tayammum yang merupakan pengganti wudhu.
163

 

Kedua, perceraian yang terjadi sebelum tejadi persetubuhan 

dalam pernikahan yang didalamnya tidak disebutkan mahar, hanya 
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saja diwajibkan setelahnya, menurut pendapat Abu Hanifah dan 

Muhammad, berdasarkan firman Allah SWT. 

                       

               

         

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian 

kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka 

sekali-sekali tidak wajib atas mereka „iddah  bagimu yang 

kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka 

mut'ah
164

 dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang 

sebaik- baiknya.”(Q.S. Al-Ahzab [33]: 49)
165

 

Mazhab Hanafi ini berpendapat mut‟ah itu hukumnya sunnah 

diberikan bagi setiap perempuan yang diceraikan yakni diceraikan 

setelah terjadi dukhul, dan juga dalam keadaan perceraian sebelum 

dukhul dan telah ditentukan maharnya. Hukum mut‟ah menjadi wajib 

bagi perempuan mufawwidhah, yaitu perempuan yang kawin tanpa 

mahar dan diceraikan sebelum dukhul. Juga, bagi perempuan yang 

diceraikan sebelum tejadi dukhul yang dalam pernikahannya tidak 

disebutkan mahar, namun ditentukan setelahnya. Karena mut‟ah 

sesungguhnya diwajibkan sebagai ganti setengah bagian mahar.
166

 

Menurutnya pula, jika mahar mutsamma atau mahar mitsli didapatkan 

setelah terjadi persetubuhan, tidak perlu lagi mut‟ah.
167
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b. Mazhab Maliki 

Menurut mazhab Maliki, sesungguhnya mut‟ah disunahkan 

untuk setiap perempuan yang ditalak.
168

 Mereka berpendapat, ada tiga 

jenis perempuan yang ditalak:
169

 

1) pertama perempuan yang ditalak sebelum digauli dan sebelum 

disebutkan mahar (perempuan mufawwidhah) memiliki hak mut‟ah, 

dan tidak memiliki hak sedikit pun pada mahar.  

2) Kedua perempuan yang ditalak sebelum digauli dan setelah disebutkan 

maharnya tidak memiliki hak mut‟ah. 

3) Ketiga, perempuan yang di talak setelah digauli baik sebelum 

disebutkan mahar maupun setelahnya, memiliki hak mut‟ah. 

Tidak ada hak mut‟ah pada setiap perpisahan yang dipilih oleh 

perempuan, seperti perempuan yang terkena penyakit penyakit gila, 

kusta, dan lepra, juga pada perpisahan akibat pembatalan, ataupun 

akibat khulu‟, ataupun akibat li‟an.
170

 

c. Mazhab Syafi’i  

Mazhab Syafi‟i memiliki pendapat yang benar-benar 

bertentangan dengan mazhab Maliki.  Mereka berpendapat, mut‟ah 

wajib untuk setiap perempuan yang diceraikan, jika perceraian datang 

dari suami.
171

 Kecuali perempuan yang diceraikan sebelum digauli 

yang telah ditentukan mahar untuknya, maka dia hanya cukup 
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mendapatkan setengah bagian mahar.
172

 Pendapat Mazhab ini 

didasarkan kepada firman Allah SWT. surat Al-Baqarah [2] ayat 241, 

                

 

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah 

diberikan oleh suaminya) mut‟ah menurut yang makruf.” 

 

Dalam ayat tersebut, tersirat sesungguhnya Allah SWT. 

mewajibkan mut‟ah bagi setiap perempuan yang ditalak, baik 

perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli, apakah telah 

ditentukan mahar untuknya ataupun belum. 

Mut‟ah harus diberikan kepada perempuan yang diceraikan 

sebelum digauli jika dia tidak wajib mendapat setengah bagian mahar. 

Menurut pendapat yang paling zahir juga wajib diberikan bagi 

perempuan yang telah di gauli dan pada setiap perpisahan yang bukan 

disebabkan oleh istri. Perpisahan ini terjadi akibat disebabkan oleh 

suami, seperti kemurtadan, li‟an, dan keIslamannya. Sedangkan 

perempuan mufawwidhah yang tidak ditetapkan sedikit pun mahar 

untuknya, berhak untuk mendapatkan mut‟ah.
174

 

Sedangkan jika ditetapkan sesuatu bagi perempuan dalam 

nikah  tafwidh maka tidak ada mut‟ah untuknya karena suami tidak 

mendapatkan manfaat sebagiannya, maka cukup dengan setengah 
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bagian maharnya akibat rasa kesendirian dan kehinaan yang dia 

rasakan yang disebabkan oleh perceraian.
175

 

d. Mazhab Hambali 

Mazhab Hambali tampaknya sependapat dengan mazhab 

Hanafi secara general, yaitu mut‟ah wajib bagi setiap suami yang 

merdeka dan budak, orang muslim dan ahli dzimmah, untuk setiap 

istri mufawwidhah yang ditalak sebelum digauli, dan sebelum 

ditetapkan mahar untuknya.
176

 Hal ini berdasarkan ayat yang tadi 

telah disebutkan, “…maka berilah mereka mut‟ah.” Dan tidak 

bertentangan dengan firman-Nya, “Yang demikian itu merupakan 

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
 177

 

Menurut mereka mut‟ah  disunnahkan bagi setiap perempuan 

yang diceraikan yang selain mufawwidhah yang tidak ditetapkan 

mahar untuknya, berdasarkan firman Allah SWT, “Kepada wanita-

wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut‟ah 

menurut yang makruf.” (Q.S. Al-Baqarah: 241)
178

 

Hal tersebut tidak diwajibkan karena Allah SWT. membagi 

perempuan yang ditalak menjadi dua. Mut‟ah diwajibkan untuk 

perempuan yang tidak ditetapkan mahar untuk mereka, dan bagi 
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perempuan  yang diberikan  setengah mahar mutsamma
179

. Hal ini 

menunjukkan kekhususan hukum setiap bagian.
180

 Tidak ada mut‟ah 

bagi perempuan yang ditinggal mati karena nash Al-Qur‟an  tidak 

menyebutkannya, dan yang disebutkan hanyalah perempuan yang 

ditalak. Mut‟ah gugur dalam setiap obyek yang membuat mahar 

gugur didalamnya, seperti tindakan kemurtadan dan penyusuannya 

yang membuat  batal pernikahannya. Karena hal ini menempati posisi 

setengah mahar mutsamma, maka jatuh di setiap obyek yang 

membuat mahar jatuh.
181

 

Mut‟ah wajib untuk perempuan mufawwidhah di setiap obyek 

yang membuat mahar musamma dibagi dua, seperti kemurtadan si 

suami, diqiyaskan dengan perceraian. Mut‟ah tidak diwajibkan pada 

perpisahan yang membuat jatuh mahar musamma, seperti perbedaan 

agama, dan pembatalan akibat susuan, dan sejenisnya jika dating dari 

pihak perempuan karena mut‟ah menempati posisi setengah mahar 

mutsamma, maka jatuh di semua obje jatuhnya mahar mutsamma.
182

 

Orang yang diwajibkan memberikan mahar kepada istri, tidak 

wajib memberikan mut‟ah untuknya. Apakah itu adalah perempuan 

yang telah ditentukan mahar untuknya ataupun yang tidak ditentukan 

mahar untuknya, akan tetapi ditetapkan setelah akad. Ini sependapat 
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dengan pendapat jumhur yang selain Abu Hanifah dan Muhammad 

sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan.
183

 

Tidak ada mut‟ah bagi perempuan yang maharnya telah 

ditentukan setelah terjadi persetubuhan, atau perempuan 

mufawwidhah setelah terjadi persetubuhan. Akan tetapi, disunahkan 

mut‟ah untuknya  juga bagi perempuan ditalak sebelum terjadi 

persetubuhan.
184

 

Menurut kami, sesunguhnya mazhab Syafi‟i mewajibkan 

mut‟ah hanya untuk perempuan yang ditalak sebelum sempat digauli, 

yang telah disebutkan mahar untuknya. Jumhur fukaha menyunahkan 

mut‟ah tersebut. Akan tetapi, mazhab Maliki menyunahkan bagi 

setiap perempuan yang diceraikan. Mazhab Hanafi dan Hambali 

menyunahkan bagi setiap perempuan yang ditalak, kecuali perempuan 

mufawwidhah yang dikawinkan tanpa mahar. Jelasnya, yang rajah 

adalah pendapat Syafi‟i akibat kuatnya dalil mereka, serta untuk 

menghibur diri perempuan, dan meringankan rasa sakit akibat 

perpisahan. Dan untuk menemukan motivasi untuk kembali kepada 

istri jika bukan talak tiga. 

4. Kadar dan Jenis Mut’ah 

Tidak ada nash dalam menetapkan kadar dan jenis mut‟ah, 

sehingga para fukaha melakukan ijtihād dalam menentukan kadarnya.
185
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Di dalam kitab Al-Mizān Al-Kubrā karangan Imam Asy-Sya‟rani 

mengutip pendapat Imam Abu Hanifah bahwa mut‟ah itu diperkirakan 

dengan tiga kain yakni, rompi, khimar dan jubah.
186

 Di dalam salah satu 

riwayatnya yang shohih Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad juga 

berpendapat bahwa kadar mut‟ah ini diserahkan kepada ijtihād Hakim 

dengan pengetahuannya.
187

 

Al-Matā‟adalah nama barang yang menurut tradisi. Karena 

kewajiban pakaian memiliki penilaian dalam asal syari‟at, yaitu pakaian 

yang diwajibkan untuk istri pada saat berlangsungnya ikatan suami-istri 

dan di saat masa „iddah. Pakaian yang paling minim yang dikenakan 

oleh seorang perempuan untuk menutupi tubuhnya ketika keluar rumah 

adalah tiga buah pakaian. Ketiga pakaian ini tidak melebihi setengah 

bagian mahar mitsli jika suami adalah orang kaya, karena pakaian ini 

adalah pengganti mahar mitsli. Juga tidak kurang dari lima dirham jika 

suami adalah orang miskin. Yang difatwakan bahwa sesungguhnya 

mut‟ah dianggap sesuai dengan kondisi suami-istri seperti nafkah. Jadi, 

jika keduanya adalah orang kaya, si istri berhak mendapatkan  sesuatu 

yang lebih tinggi dari pakaian. Jika kondisi keduanya berbeda, maka 

yang pertengahan.
188

 

Mazhab Syafi‟i berpendapat, disunahkan jangan sampai mut‟ah 

kurang dari tiga puluh dirham atau yang senilai dengan itu. Ini 

merupakan perkara yang paling rendah yang disunahkan, yang paling 
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tinggi adalah pembantu dan yang pertengahannya adalah baju. 

Disunahkan jangan sampai mencapai setengah bagian mahar mitsli. Jika 

sampai  atau melampaui setengah bagian mahar boleh, dengan 

kemutlakan ayat, “Dan berilah mereka mut‟ah.”
189

 

Jika suami-istri saling bersengketa mengenai kadarnya, hakim 

menilainya dengan hasil ijtihādnya sesuai dengan kelayakan kondisi 

dengan memperhatikan keadaan suami-istri, sebagaimana yang 

dikatakan oleh mazhab Hanafi, yang berupa kaya, miskin, nasab dan 

sifat.
190

 Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah SWT. dalam surat 

al-Baqarah ayat 236. 

                   

   
…dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada 

mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang 

yang miskin menurut kemampuannya (pula).
191

 

 

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, mut‟ah dilihat dari 

kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang yang kaya  sesuai dengan 

kadarnya dan orang yang miskin juga sesuai dengan kadarnya. 

Berdasarkan ayat yang tadi telah disebutkan yang mengungkapkan 

tentang kondisi mut‟ah berdasarkan kondisi suami.
192

 

Tingkatan yang paling tingginya adalah pembantu, maksudnya 

nilai pembantu pada zaman mereka jika suami adalah orang kaya. Yang 
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paling rendah adalah jika suami adalah orang miskin adalah pakaian 

lengkap yang dapat dipergunakan untuk shalat, atau pakaian yang paling 

rendah seperti yang dikatakan oleh mazhab Hanafi, yang terdiri dari 

rompi (baju), kerudung sebagai penutup kepala, dan jubah. Sebagaimana 

perkataan Ibnu Abbas
193

, “mut‟ah yang paling tinggi adalah pembantu, 

kemudian yang setelahnya adalah nafkah, dan kemudian yang lebih 

rendahnya adalah pakain.” Secara zahir, yang rajah adalah pendapat 

ini.
194

 

5. Mut’ah dalam PerUndang-undangan di Indonesia  

Ketentuan mut‟ah ini telah diatur dalam hukum positif yang ada 

di Indonesia. Sebagaimana dalam pasal 41 huruf (c) UU No 1 Tahun 

1974. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami dapat dibebankan 

suatu kewajiban setelah perceraian. Mengenai kewajiban tersebut 

dijelaskan lebih rinci dalam KHI. Pada pasal 149 KHI disebutkan 

mengenai kewajiban-kewajiban yang dapat dibebankan kepada mantan 

suami. Pada poin (a) dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian karena 

talak mantan suami berkewajiban untuk memberikan mut‟ah yang layak 

kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri 

tersebut qobla al dukhūl. 

Dalam KHI dijelaskan pada pasal 158 bahwa suami menjadi 

wajib memberikan mut‟ah jika: 

a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba‟da dukhūl; 
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b. Perceraian itu atas kehendak suami. 

Berdasarkan pasal 158 ayat (b) tersebut, jika perceraian tersebut 

berasal dari kehendak istri yaitu dengan jalan khulu‟, maka suami tidak 

wajib untuk membayarkan mut‟ah kepada mantan istrinya. Suami 

berkewajiban memberikan mut‟ah apabila syarat yang terdapat dalam 

KHI pasal 158 tersebut ada. Apabila tidak terdapat ketentuan yang 

disebutkan dalam pasal 158 KHI ini, maka suami tidak wajib untuk 

memberikan mut‟ah kepada mantan istrinya. hukum suami memberikan 

mut‟ah ketika tidak terpenuhinya ketentuan pasal 158 KHI ini menjadi 

sunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 159 KHI “Mut‟ah 

sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 

158”.
195

 

Mengenai ukuran mut‟ah yang dibebankan kepada mantan suami, 

tidak terdapat pedoman khusus dalam peraturan perundang-undangan . 

Namun pasal 160 KHI menjelaskan bahwa ukuran mut‟ah ditentukan 

berdasarkan kemampuan suami. Sehingga besar/kecilnya mut‟ah 

tergantung kepada kemampuan suami.
196

 

C. Nafkah ‘iddah  

1. Pengertian Nafkah ‘iddah  

Nafkah „iddah  terdiri dari dua kata Nafkah dan „iddah. Secara 

bahasa kata Nafkah dan „iddah  berasal dari bahasa Arab. Kalau dikutip 
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dari kamus al-munawwir kata Nafkah berasal dari kata الىَفَمَة yang 

bermakna ُالمَصْرُوْفُ وَالِاوْفَا ق  yang artinya yaitu biaya, belanja, 

pengeluaran uang.
197

 

Secara Terminologi, sebagaimana yang dikutip oleh A. Rahman, 

Sayyid Sabiq menyebutkan nafkah merupakan hak istri dan anak-anak 

untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan kediaman serta beberapa 

kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun istri adalah 

seorang wanita yang kaya. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa 

nafkah adalah hak istri yang merupakan kewajiban  suami semenjak 

adanya hubungan atau ikatan untuk hidup  bersama, yaitu pemberian 

nafkah  secara adil kepada istri menurut adat kebiasaaan dan lingkungan 

masyarakat di mana istri tinggal.
198

 

Dalam sebuah perkawinan nafaqah merupakan hak istri dan anak-

anak dalam hal makanan, pakaian, dan kediaman, serta beberapa 

kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun istri adalah 

seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam hal ini wajib hukumnya 

berdasarkan Al-Qur‟an, Sunnah, dan Ijmā‟ ulama.
199

 

Pengertian kata „iddah dikutip dari kamus Al-Munawwir berasal 

dari kata (ُّعَدَّّ-يَعُد) yang berarti (َّظَه)  yaitu menduga. Kata (َّّعَد) juga dapat 
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diartikan sebagai حَسَبَ وَ اَحْصَى) ) yang berarti menghitung.
200

 Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata „iddah juga diartikan sebagai masa 

tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita  yang berpisah dengan suami, 

baik karena ditalak maupun bercerai mati.
201

  

Berikutnya dikutip dari kitab Fikih Sunnah, kata „iddah berasal 

dari kata al-„add dan al-ihsa‟, yang berarti hari-hari dan masa haid yang 

dihitung oleh perempuan.
202

 Dalam ta‟rif lain berbunyi: 

Artinya: Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang 

perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu 

atau untuk beribadah.
203

 

 

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa Nafkah „iddah 

merupakan sejumlah harta atau benda (uang) yang bernilai yang dapat 

dipergunakan  untuk biaya hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

selama masa „iddah bagi wanita yang  diceraikan. 

2. Dasar Hukum Nafkah ‘iddah 

Praktik Nafkah „iddah ini telah berlangsung sejak zaman Nabi 

Saw., Praktik ini didasarkan pada Al-Qur‟an. Berikut adalah dasar 

hukum tentang praktek nafkah „iddah. 
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Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 

menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah 

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Qs. 

At-Thalaq [6]: 7)
204

 

 

Ayat ini menjelaskan, hendaklah suami memberi nafkah kepada 

istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan  

kelapangan kepada mereka, jika dia orang yang berkelapangan.
205

 Imam 

Syafi‟i dan para sahabatnya berkata, “Nafkah itu harus ditentukan dan 

dibatasi. Hakim dan mufti tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal ini. 

Sehingga, yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi 

suami seorang, apakah dia itu kaya atau miskin. Kondisi istri dan 

kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan.”
206

 

Perceraian atau talak raj‟i (talak 1 dan 2) belumlah memutuskan 

perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, wanita 

yang telah di talak raj‟i suaminya, selama berada dalam masa „iddah  

tetap dipandang sebagai istri dari suaminya yang memiliki hak dan 

kewajiban kendatipun tidak penuh lagi.
207

 

                                                 
204

 At-Thalaq (6): 7 
205

 Abu Abdullah Muhammad bin  Ahmad al-Anshari al-Qurthuby, al-Jami‟ al Ahkam Al-

Qur‟an , juz 18, jilid 9, Beirut, 1995, hlm. 158  
206

Ibid., hlm. 158.  
207

Abdul Rohman Ghozali, Fiqh Munakahat, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 

225  



 

 

3. Pandangan Ulama Tentang Hukum Membayar Nafkah ‘iddah 

a. Wanita Ditalak Raj’i 

Wanita yang ditalak raj‟i berhak mendapat nafkah dan tempat 

tinggal berdasarkan ijmā‟ ulama. Ia masih menjadi istri dengan dalil 

firman Allah SWT. 

…              … 

Artinya: “…Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam 

masa menanti itu…” (Qs. Al-Baqarah [2]: 228)
208

 

 

Dari potongan ayat Al-Qur‟an di atas diketahui bahwa suami 

yang mentalak istrinya dengan talak raj‟i masih memiliki hak rujuk 

kepada istrinya selama dalam masa menanti („iddah). Sekalipun tidak 

mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat-akibat 

hukum selanjutnya selama masih dalam masa „iddah istrinya. 

Sehingga ketentuan dalam Al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 233 masih 

berlaku bagi suami tersebut.
 209

 

…                          

   …   

Artinya: “ …dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 

kepada Para ibu dengan cara ma‟ruf. Seseorang tidak 

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya…”. (Qs. 

Al-Baqarah [2]:233)
210
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Potongan ayat ini menyatakan bahwa suami berkewajiban 

untuk memberi nafkah kepada istri baik dari segi makanan, pakaian, 

dan tempat tinggal. Istri yang menjalani „iddah raj‟iyyah, jika ia taat 

atau baik kepada suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat 

tinggal, pakaian dan uang belanja dari mantan suaminya. Tetapi jika 

ia durhaka maka tidak berhak mendapat apa-apa.
211

 Rasulullah SAW 

bersabda: 

اِ

 
“Perempuan yang berhak mendapat nafkah dan tempat 

tinggal (rumah) dari mantan suaminya adalah apabila 

mantan suaminya itu berhak merujuk kepadanya.” (HR. 

Ahmad dan An-Nasa‟i)
212

 

Sabdanya pula: 

Nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang memiliki 

(kesempatan untuk) diruju‟.
213 

b. Wanita Ditalak Ketika Sedang Hamil 

Jika wanita yang ditalak tengah berada dalam kondisi hamil, 

maka diwajibkan untuknya nafkah dengan berbagai jenisnya yang 
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berbeda menurut kesepakatan para fukaha.
214

 Hal ini berdasarkan 

Firman Allah SWT. dalam Qs. At-Thalaq [65] ayat 6. 

                 

                      

 

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 

mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu 

sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

hingga mereka bersalin,…” (Qs. At-Tahalaq [65]: 6) 

Dari ayat di atas jelaslah bahwa Allah SWT. mengisyaratkan 

kepada suami-suami yang menceraikan istri mereka untuk 

memberikan tempat tinggal, nafkah untuk memudahkan kehidupan 

istrinya, terlebih ketika istri tersebut tengah hamil.
215

 

Asyhab mengutip dari Imam Malik: “Suami harus keluar dari 

istri yang telah diceraikannya, jika dia memang sudah 

menceraikannya, dan dia pun harus meninggalkan istri yang 

diceraikannya itu dalam rumah.” Hal ini berdasarkan Firman Allah 

Ta‟ala, “Tempatkanlah mereka”. Jika sang suami tetap bersama istri 

yang telah diceraikannya, maka Allah SWT. tidak akan berfirman 

“tempatkanlah mereka”.
216

 

Ayat ini juga menjadi dasar rujukan bagi para ulama untuk 

menetapkan kepada suami yang menceraikan istrinya sedang hamil 
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maka dia diwajibkan membayarkan nafkah kepada istrinya sampai 

istrinya melahirkan. Tidak ada beda pendapat di antara para ulama 

tentang kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal kepada wanita 

yang sedang hamil kemudian diceraikan dengan talak tiga atau 

kurang. Kewajiban tersebut terus berlanjut sampai ia melahirkan 

kandungannya.
217

 

c. Wanita Ditalak Ba’in Tidak Hamil 

Adapun wanita yang „iddah talak ba‟in dan tidak hamil, maka 

ulama berbeda pendapat menyangkut nafkahnya.
218

 Menurut pendapat 

dari Mazhab Hanafi dijelaskan bahwa, jika dia tidak tengah hamil, 

maka diwajibkan untuknya nafkah juga dengan berbagai jenisnya 

akibat tertahannya dia pada masa „iddah  demi hak suami.
219

 Nafkah 

ini dianggap sebagai hutang dan terhitung sejak talak dijatuhkan. 

Kewajiban untuk memberi nafkah istri tidak hilang hanya dengan 

keridhaan istrinya atau karena keputusan pengadilan.
220

 Hukum 

wanita ber-‟iddah  akibat fasakh-nya akad, menurut Hanafi, sama 

dengan wanita yang di talak ba‟in.
221

 

Menurut Mazhab Hambali tidak diwajibkan nafkah untuknya, 

dan tidak juga tempat tinggal karena Fathimah binti Qais ditalak oleh 
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suaminya dengan talak tiga, maka Rasulullah Saw. Tidak menetapkan 

untuknya nafkah dan tempat tinggal.
222

 Sebagaimana sabda Nabi: 

Artinya: Dan telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa‟id: 

Menyampaikan kepada kami dari „Abdul Aziz bin Abu hazim. 

Qutaibah juga mengatakan telah bercerita kepada kami 

Ya‟qub bin Abdurrahman al-Qari, dari abu Hazim dari Abu 

Salamah dari Fathimah binti Qais, sesungguhnya ia dithalak 

(tiga/thalak bain kubro) suaminya pada masa Muhammad 

Saw. Dan dia diberi nafkah sedikit, melihat hal ini ia 

(fathimah binti qais) berkata: Demi Allah, aku akan 

mengatakan hal ini kepada Rasulullah Saw., maka jika aku 

berhak mendapat nafkah, aku akan mengambil nafkah yang 

dapat layak untukku, dan jika aku tidak berhak mendapat 

nafkah aku tidak akan mengambilnya apapun darinya. Dia 

(fathimah binti qais) berkata maka aku mengatakan hal itu 

kepada Rasulullah Saw. Maka Rasul bersabda: tidak ada 

nafkah bagimu, dan tempat tinggal. (HR. Muslim)  
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Selanjutnya pendapat dari Mazhab Maliki dan Syafi‟i 

menurutnya hanya diwajibkan untuknya tempat tinggal saja,
224

 

berdasarkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur‟an Surat at-Thalak 

ayat 6 

                 

                      

 

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 
mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu 

sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

hingga mereka bersalin,…”. 

 

Dia diwajibkan untuk istri tempat tinggal saja tanpa 

memedulikan apakah istri dalam keadaan hamil ataupun tidak. Tidak 

diwajibkan untuknya nafkah makanan dan pakaian berdasarkan 

pemahaman firman Allah SWT., “Jika mereka (istri-istri yang sudah 

ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah nafkahnya kepada mereka 

hingga mereka bersalin”. Pemahaman ayat ini menunjukkan bagi 

ketidakwajiban pemberian nafkah bagi istri yang tidak hamil.
225

 

d. Istri yang Ber’iddah  Karena Kematian Suami 

Mengenai hak nafkah „iddah  mantan istri dalam keadaan 

„iddah  akibat suaminya meninggal dunia menurut sebagian ulama 

tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, mengingat 
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bahwa harta peninggalan suaminya kini telah menjadi hak ahli waris, 

termasuk ia dan anak-anaknya.
226

 

Akan tetapi, mazhab Maliki mewajibkan tempat tinggal  

untuknya selama masa „iddah, jika tempat tinggal tersebut dimiliki 

oleh suami. Atau rumah sewaan, dan dia telah bayar sewanya 

sebelum datang kematian. Jika tidak seperti itu, maka suami tidak 

diwajibkan untuk membayar sewanya.
227

 

Selanjutnya Syafi‟i mengatakan bahwa, apabila seorang 

wanita ditalak ba‟in sedang dia dalam keadaan hamil, kemudian 

suaminya meninggal dunia (ketika istri masih dalam „iddah ), maka 

nafkah atas istri tidak terputus.
228

 Hanafi mengatakan: apabila wanita 

yang ber‟iddah  tersebut dalam keadaan talak raj‟i dan suami yang 

menceraikannya itu meninggal dunia ketika dia menjalani „iddah-nya, 

maka „iddah-nya beralih ke „iddah  wafat, dan kewajban atas nafkah 

menjadi terputus, kecuali bila wanita itu diminta untuk menjadikan 

nafkahnya sebagai hutang (atas suaminya) yang betul-betul 

dilaksanakannya. Dalam kondisi serupa ini nafkahnya tidak gugur.
229

  

e. Istri yang Ber-’iddah  Akibat Perkawinan yang Syubhat 

Dalam hal jika dia tengah menjalani masa „iddah  akibat 

perkawinan rusak atau yang mengandung syubhat, maka tidak ada 
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nafkah untuknya menurut jumhur fukaha. Karena tidak ada nafkah 

untuknya dalam perkawinan yang rusak, oleh karena itu tidak ada 

nafkah untuknya di tengah masa „iddah  dari si suami.
230

 

Mazhab Maliki mewajibkan kepada orang yang menyetujui 

untuk memenuhi istri jika dia tengah berada dalam kondisi hamil 

karena dia tertahan karena sebab suami. Jika dia tidak dalam keadaan 

hamil, atau pernikahannya di fasakh dengan li‟an, maka hanya 

diwajibkan untuknya tempat tinggal saja di tempat dia tinggal.
231

 

f. Istri Menjadi Sebab Perceraian 

Dalam hal nusyūz, para ulama mazhab sepakat bahwa istri 

yang melakukan nusyūz, tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka 

berbeda pendapat tentang batasan nusyūz yang mengakibatkan 

gugurnya nafkah.
232

 

Menurut mazhab Maliki  wanita yang memisahkan diri dari 

suaminya dengan talak khuluk
233

 tidak berhak memperoleh nafkah 

kecuali kalau dia sedang mengandung. Dan setiap wanita yang 

bercerai karena  li‟an
234

, tidak dapat menuntut nafkah dari suaminya, 

sekalipun dia hamil.
235
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Dikutip dari kitab Al Ahwāl As Syakhshiyah Fī As Syarī‟ah Al 

Islāmiyah dijelaskan bahwa tidak wajib nafkah dalam „iddah  bagi 

tiga macam perempuan. Pertama, perempuan yang pernikahannya 

putus karena suaminya mati. Kedua, perempuan yang menjadi sebab 

putusnya perceraian. Ketiga, perempuan yang menikah dalam akad 

tidak sah (syubhat).
236

 

g. Kadar Nafkah ‘iddah  

Mengenai kadar dalam pemberian nafkah „iddah  ini, tidak 

ditemukan ketentuan kadarnya secara pasti. Namun para ulama 

Mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi 

tiga hal: pangan, sandang, dan papan. Mereka juga sepakat besar-

kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau 

suami-istri orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah 

nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya 

disesuaikan pula dengan itu. Jadi, yang dimaksud dengan kadar 

“berada” dan “tidak berada” nya istri adalah kadar berada dan 

tidaknya keluarganya, yakni kadar kehidupan keluarganya.
237

 

Dalam hal keadaan mereka berbeda menurut Maliki dan 

Hanbali apabila yang satu kaya dan lainnya miskin maka besar nafkah 
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yang ditentukan adalah setengah-setengah antara dua hal itu.
238

 Imam 

Syafi‟i dan para sahabatnya berkata, “Nafkah itu harus ditentukan dan 

dibatasi. Hakim dan mufti  tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal 

ini. Sesuatu yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi 

suami seorang, apakah dia itu kaya atau miskin. Kondisi istri dan 

kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan”.
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 Di kalangan Hanafi 

terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasar kondisi 

suami-istri, dan yang kedua dengan berdasar kondisi suami saja.
240

 

h. Nafkah ‘iddah  dalam PerUndang-undangan di Indonesia  

Nafkah „iddah  merupakah salah satu kewajiban yang timbul 

disebabkan terjadinya talak. Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 

pasal 41 ayat (c) dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian maka 

pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan 

isteri. 

Secara lebih rinci dalam KHI dijelaskan dalam pasal 149 

bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami 

dapat diwajibkan beberapa hal. Dalam poin b disebutkan salah satu 

kewajiban suami tersebut adalah untuk memberi nafkah, maskan, dan 

kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa „iddah  kecuali bekas 

isteri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyūz dan dalam keadaan tidak 

hamil. 
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Dari potongan pasal ini dapat dipahami bahwa mantan suami 

kewajiban untuk memberikan sejumlah nafkah kepada mantan 

isterinya selama dalam masa „iddah . Permohonan untuk meminta hak 

berupa nafkah „iddah  tersebut dapat dilakukan bersama-sama 

permohonan ikrar talak dan  bisa juga ketika ikrar talak telah 

dilakukan, sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam UU No. 7 

Tahun 1989 pasal 66 ayat 5.
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Kalau dicermati, suami mempunyai kewajiban ini karena 

perkawinan mereka putus karena talak dalam hal ini talak raj‟i,
242

 

yang mana dalam talak raj‟i suami tersebut masih mempunyai hak 

untuk rujuk. Hal ini karena sesungguhnya antara mereka masih 

menjadi pasangan suami isteri yang sah sampai masa „iddah   isteri 

telah habis. 

Ketentuan tentang rujuk ini terlihat dari pasal 151 KHI yang 

menjelaskan bahwa mantan isteri selama dalam „iddah, wajib 

menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan lelaki lain dan tidak 

boleh menikah dengan orang lain. Pasal ini mengisyaratkan bahwa 

yang paling berhak terhadap dirinya adalah mantan suaminya, ketika 

mantan suami dan isteri ingin rujuk maka mereka diperbolehkan rujuk 

kembali.
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Masa „iddah  ini selain untuk melihat rahim, juga berguna 

sebagai masa pertimbangan bagi mantan suami apakah akan kembali 

(rujuk), atau tetap untuk bercerai. Maka dari itu menurut penulis 

suami diwajibkan membayar nafkah pada masa „iddah  karena isteri 

tersebut tertahan (tergantung) serta tidak bisa menerima pinangan 

laki-laki lain disebabkan hak rujuk masih dimiliki suami, namun 

kewajiban suami memberikan nafkah „iddah  akan gugur ketika 

mantan istri nusyūz.
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Mengenai ukuran nafkah „iddah  atau kadarnya dalam 

peraturan di Indonesia, penulis tidak menemukan jumlahnya secara 

pasti. Namun dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan UU Peradilan Agama 

No. 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan 

perceraian berdasarkan permohonan pemohon ataupun termohon, 

pengadilan dapat menentukan jumlah nafkah yang harus ditanggung 

suami.
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Dari peraturan tetang nafkah „iddah  ini, tidak terdapat 

pedoman khusus untuk menentukan jumlah ukuran atau kadarnya 

yang akan ditangggung suami. Hakim Pdalam hal ini akan mencari 

jalan tengah agar nafkah yang akan dibebankan kepada suami tersebut 
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dapat memenuhi kebutuhan mantan isterinya, serta tidak terlalu 

memberatkan mantan suami tersebut.
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BAB III 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN  

 

A. Profil  Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang 

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang 

Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang ini dibangun 

Pemerintah melalui dana repilita pada tahun 1957/1976 dengan luas ±150 

meter persegi. Di atas tanah seluas 400 meter persegi. Bangunan yang 

terletak di Jalan Cendana No.5 Rawa Laut Tanjung Karang ini 

sebenarnya sudah mengalami sedikit perubahan namun masih berstatus 

“Balai Sidang” Karena belum memenuhi persyaratan standar untuk 

disebut sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam sebutan sehari-hari 

tetap Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.  

Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut Pengadilan Agama Kelas 

IA Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syari‟ah pernah 

berkantor di komplek Hotel Negara Tanjung Karang jalan Imam Bonjol, 

yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke 

jalan Raden Intan yang sekarang menjadi Gedung Bank Rakyat Indonesia 

( BRI ), Semasa dipimpin oleh K. H Syarkawi, Mahkamah Syari‟ah 

lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk 

Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.
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 Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2018 dicatat 

tanggal 15 Februari 2018  



 

 

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang ke 

bumi nusantara Indonesia, Agama Islam sudah datang lebih dahulu 

masuk melalui kerajaan Samudera Pasai, yang menurut sebagian besar 

ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 

yang dibawa oleh pedagang bangsa Gujarat, Di zaman kolonial Belanda , 

daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang 

ada adalah Pengadilan Negeri atau Landeraad, yang mengurusi sengketa 

atau perselisihan yang ada dimasyarakat. 

Urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti perkawinan, 

perceraian dan waris ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu 

Kampung, Kepala Marga atau pasirah. Permusyawaratan Ulama atau 

orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam 

menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan 

beragama, di masyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan atau 

hidup. Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk 

menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis 

melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, si surau maupun 

dirumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi 

dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan 

kebutuhan masyarakat Islam. 

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak asasi 

setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah maka pemerintah 

Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan: 



 

 

a. Peraturan tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (Staatblad 

Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 

Nomor 160) 

b. Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk 

sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (staatblad tahun 1937 

Nomor 638 dan 639).
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Secara Yuridis Formal Mahkamah Syari‟ah Kerisedenan 

Lampung dibentuk lewat Kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 

1947 No.168/1947. Yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama 

Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi 

Mahkamah Syari‟ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : 

ketua, wakil ketua, dan dua orang anggota seorang panitera dan seorang 

pesuruh kantor. 

Berdasarkan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat 

Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T Resident Lampung tanggal 

13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syari‟ah 

keresidenan Lampung, dalam Besluit tersebut dimuat tentang dasar 

hukum, dasar hukum, tugas serta wewenangnya. 

Kewenangan Mahkamah Syari‟ah Keresidenan Lampung dalam 

Pasal 3 Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi : 
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a. Memeriksa Perselisihan suami, istri yang beragama Islam , tentang 

nikah, talak, rujuk fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar 

taklik talak.  

b. Memutuskan masalah nasb , pembagian harta pusaka (waris), yang 

dilaksanakan secara Islam. 

c. Mendaftarkan kelahiran dan kematian  

d. Mendaftarkan orang-orang yang masuk Islam  

e. Mengurus soal-soal perbadatan 

f. Memberi fatwa dalam berbagai hal.
249

 

Dasar hukum Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 19 Januari 

1947 yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, 

maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan 

Peradilan Agama (Mahkamah Syari‟ah Keresidenan Lampung)  tidak 

mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya . Konon 

sejarah hal ini pulalah menjadi dasar ketua Negeri Keresidenan Lampung 

pada tahun 1951, bernama A Razak Gelar sutan Malalo menolak 

memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syari‟ah karena tidak 

mempunyai status hukum. 

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan kepusat, 

sehingga melibatkan Kementrian Agama dan Kementrian Kehakiman 

serta Kementrian dalam Negeri. Kementrian Agama C.q Biro Peradilan 

Agama telah menyurati Mahkamah Syari‟ah Keresidenan Lampung 

dengan surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah 
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Syari‟ah Keresidenan Lampung dengan suratnya tertanggal 26 November 

1952 . Hal yang mengejutkan adalah munculnya surat dari Kepala Bagian 

Hukum Sipil Kementrian Kehakiman RI (Prof Mr.Hazairin) Nomor: Y.A 

7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan 

Kompetisi Pengadilan/Mahkamah Syari‟ah Keresidenan Lampung adalah 

terletak diluar hukum yang berlaku dalam negara RI”. 

Surat Kementrian Kehakiman itu ditunjukan kepada Kementrian 

dalam Negeri, Kemudian kementrian dalam negeri melalui suratnya 

tanggal 24 Agustus 1953 menyampaikan kepada Pengadilan atau 

Landraad kerisedenan Lampung di Tanjung Karang, atas dasar itu ketua 

pengadilan Negeri Kerisedenan Lampung dengan suratnya 1 Oktober 

1953 menyatakan Kepada Jawatan Agama Kerisedenan Lampung bahwa 

“status hukum Mahkamah Syari‟ah Kerisedenan Lampung di Teluk 

Betung tidak sah” 

Ketua Mahkamah Syari‟ah Lampung melaporkan peristiwa 

tersebut kepada Kementrian Agama di Jakarta melalui surat tertanggal 27 

Oktober 1953 kemudian Kementrian Agama C.q Biro Peradilan Agama 

(K.H Junaidi) dalam suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditunjukan 

kepada Mahkamah Syari‟ah Kerisedenan Lampung menyatakan bahwa 

“Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala 

sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementrian 

Agama dan Kementrian Kehakiman di Jakarta”. 



 

 

Ketua Mahkamah Syari‟ah Lampung dengan Suratnya Nomor 

1147/B/PA, tanggal 7 November 1953 ditunjukan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan surat 

Kementrian Agama Lampung, ditengah perjuangan tersebut K. H Umar 

Murod menyerahkan jabatan nya ketua kepada wakil ketua K. H Nawawi 

kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 

mengangkat K.H Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syari‟ah Lampung 

sedangkan K.H Umar Murod diindahkan ke Kementrian Luar Negeri di 

Jakarta. 

Mahkamah Syari‟ah Lampung merasa aman dengan surat 

sementara  dari Kementrian Agama itu, akan tetapi disana sini banyak 

tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam Mahkamah 

Syari‟ah sendiri belum merasa puas bila belum ada dasar hukum yang 

kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga didaerah lain sehingga 

perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintahan 

sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan 

Mahkamah Syari‟ah itu dibuatkan landasan hukum yang kuat Lembaga 

tersebut antara lain: 

a. Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Lampung Selatan tanggal 24 Juni 

1954 yang ditujukan kepada Kementrian Kehakiman dan Kementrian 

Agama. 

b. Organisasi Jami‟atul Washliyah di Medan, sebagai hasil keputusan 

sidang tanggal 14 Mei 1954. 



 

 

c. Alim ulama bukit tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama nenek 

mamak pada tanggal 13 Mei 1954 sidang ini konon dihadiri pula Prof. 

Dr Hazairin, S.H. dan H Agus Salim. 

d. Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) 

sebagai hasil sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.  

Syukur alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului 

dengan peninjauan/ survey dari komisi E parlemen RI dan penjelasan 

Menteri Agama berkenaan dengan status pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor.29 tahun 1957 yang menjadi landasan 

hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syari‟ah) di Aceh 

diberlakukan juga untuk Mahkamah Syari‟ah di Sumatera. Kemudian 

diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 

Oktober 1957 untuk landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa 

Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut 

direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 

tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari‟ah di 

Sumatera termasuk Mahkamah Syari‟ah Kerisedenan Lampung di Teluk 

Betung. 

Wewenang Mahkamah Syari‟ah dalam PP 45 Tahun 1957 

tersebut dicantumkan dalam pasal 4 ayat 1 yaitu : “ Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syari‟ah memeriksa dan memutuskan perselisihan 

antara suami istri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut 

hukum yang hidup diputuksan Hukum Islam yang berkenaan dengan 

nikah, talak, rujuk, hadhanah, mawaris, wakaf , hibah , shodaqoh, 



 

 

baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu , demikian juga 

memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa taklik talak 

sesudah berlaku.”  

Perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah di Teluk Betung mendapat 

landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan diundangkanya UU 

Nomor 35 Tahun 1999 kemudian UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku 

mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat 2 menyebutkan : “Badan 

Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan 

peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, 

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.  

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan 

Agama yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga 

bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-undang 

dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada Bab IX pasal 24 ayat 

2 menyebutkan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan 

Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan 

Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah 

Konstitusi.  

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama  

Wilayah yuridiksi mengenai kewenangan memeriksa, 

memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara bagi Pengadilan. Dalam 



 

 

pembahasan mengenai kompetensi. Ada dua kompetensi yaitu kekuasaan 

absolut dan kekuasaan relatif : 

a. Kekuasaan Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berlaku 

dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, 

dalam perbedaannya jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan 

pengadilan lainnya. 

Disebutkan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Pengadilan Agama Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi “Pengadilan Agama 

bertugas berwenang, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan 

perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam dibidang:
250

 

1) Perkawinan 

2) Kewarisan, wasiat , hibah  

3) Waqaf dan shodaqoh 

4) Ekonomi Syari‟ah  

b. Kekuasaan Relatif artinya kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan 

satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan 

yang sama jenis dan tingkatan lainnya.
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3. Daftar Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung 

Karang 

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang 20 

Kecamatan dan 132 Kelurahan yaitu:  

a. Kecamatan Kedaton mewilayahi 6 kelurahan yaitu; 

1) Kelurahan Kedaton 

2) Kelurahan Sukamenanti Baru 

3) Kelurahan Sukamenanti 

4) Kelurahan Sidodadi 

5) Kelurahan Penengahan  

6) Kelurahan Surabaya 

b. Kecamatan Kemiling mewilayahi 9 Kelurahan; 

1) Kelurahan Sumber Rejo 

2) Kelurahan Sumber Sejahtera  

3) Kelurahan Beringin Raya 

4) Kelurahan Kedaung 

5) Kelurahan Kemiling Raya 

6) Kelurahan Kemiling Permai 

7) Kelurahan Beringin Jaya 

8) Kelurahan Pinang Jaya 

9) Kelurahan Sumber Agung 

c. Kecamatan Panjang mewilayahi 6 Kelurahan; 

1) Kelurahan Panjang Utara 



 

 

2) Kelurahan Pidada 

3) Kelurahan Srengsem 

4) Kelurahan Panjang Selatan 

5) Kelurahan Way Lunik  

6) Kelurahan Karang Maritim 

7) KelurahanKetapang 

d. Kecamatan Rajabasa mewilayahi 6 kelurahan; 

1) Kelurahan Rajabasa 

2) Kelurahan Rajabasa nyunyai  

3) Kelurahan Rajabasa Pramuka 

4) Kelurahan Gedong Meneng Baru 

5) Kelurahan Gedong Meneng  

6) Kelurahan Rajabasa jaya 

e. Kecamatan Sukabumi mewilayahi 7 Kelurahan; 

1) Kelurahan Sukabumi 

2) Kelurahan Sukabumi Indah 

3) Kelurahan Campang Raya 

4) Kelurahan Nusantara Permai 

5) Kelurahan Campang Jaya 

6) Kelurahan Way Gubag  

7) KelurahanWay Laga 

f. Kecamatan Sukarame mewilayahi 6 Kelurahan;  

1) Kelurahan Korpri Jaya 

2) Kelurahan Sukarame  



 

 

3) Kelurahan Way Dadi 

4) KelurahanWay Dadi Baru 

5) Kelurahan Korpri Raya 

6) Kelurahan Sukarame Baru  

g. Kecamatan Tanjung Karang Barat mewilayahi 7 Kelurahan; 

1) Kelurahan Gedung Air  

2) Kelurahan Suka Jawa  

3) Kelurahan Lebak Budi  

4) Kelurahan Kelapa Tiga Permai  

5) Kelurahan Susunan Baru  

6) Kelurahan Sukadana Ham 

7) Kelurahan Gunung Agung 

h. Kecamatan Tanjung Karang Pusat mewilayahi 7 Kelurahan; 

1) Kelurahan Kelapa Tiga  

2) Kelurahan Pasir Gintung  

3) Kelurahan Kaliawi  

4) Kelurahan Durian Payung  

5) Kelurahan Palapa 

6) Kelurahan Kaliawi Persada  

7) Kelurahan Gotong Royong  

i. Kecamatan Tanjung Karang Timur mewilayahi 7 Kelurahan;  

1) Kelurahan Kebon Jeruk  

2) Kelurahan Kota Baru 

3) Kelurahan Sawah Brebes 



 

 

4) KelurahanSawah Lama 

5) Kelurahan Tanjung Agung 

j. Kecamatan Tanjung Senang mewilayahi 8 Kelurahan; 

1) Kelurahan Perumnas Way Kandis 

2) Kelurahan Tanjung Senang 

3) Kelurahan Labuhan Dalam 

4) Kelurahan Way Kandis  

5) Kelurahan Pematang Wangi 

6) Kelurahan Rajabasa Raya 

7) Kelurahan Rajabasa Jaya 

8) Kelurahan Rajabasa 

k. Kecamatan Teluk Betung Barat mewilayahi 5 Kelurahan; 

1) Kelurahan Kuripan 

2) Kelurahan Olok Gading 

3) KelurahanSukarame II 

4) Kelurahan Batu Putuk  

5) Kelurahan Bakung 

l. Kecamatan Teluk Betung Selatan mewilayahi 9 Kelurahan; 

1) Kelurahan Telung Betung 

2) Kelurahan Gedung Pakuan/Pakoan  

3) Kelurahan Pesawahan  

4) Kelurahan Sumur Putri 

5) KelurahanGunung Mas  

6) Kelurahan Pecoh Raya 



 

 

7) Kelurahan Talang  

8) Kelurahan Way Lunik  

9) Kelurahan Ketapang 

m. Kecamatan Teluk Betung Utara mewilayahi 7 Kelurahan; 

1) Kelurahan Kupang Kota  

2) KelurahanKupang Raya 

3) Kelurahan Kupang Taba  

4) Kelurahan Gulak galik 

5) Kelurahan Sumur Batu 

6) Kelurahan Pengajaran  

7) Kelurahan Batu Putuk  

n. Kecamatan Enggal mewilayahi 6 kelurahan; 

1) Kelurahan Enggal 

2) Kelurahan Pelita 

3) Kelurahan Tanjung Karang 

4) Kelurahan Gunung Sari 

5) Kelurahan Rawa Laut 

6) Kelurahan Pahoman 

o. Kecamatan Teluk Betung Timur mewilayahi 7 Kelurahan;  

1) Kelurahan Kota Karang 

2) Kelurahan Kota Karang Raya 

3) Kelurahan Perwata  

4) Kelurahan Keteguhan 

5) Kelurahan Sukamaju 



 

 

6) Kelurahan Way Tataan  

7) Kelurahan Pulau Pasaran 

p. Kecamatan Bumi Waras mewilayahi 6 Kelurahan ; 

1) Kelurahan Sukaraja  

2) Kelurahan Bumi Waras 

3) Kelurahan Garuntang  

4) Kelurahan Bumi Raya 

5) Kelurahan Kangkung 

6) Kelurahan Way Kuala 

q. Kecamatan Labuhan Ratu mewilayahi 6 Kelurahan; 

1) Kelurahan Labuhan Ratu 

2) Kelurahan Labuhan Ratu Raya 

3) Kelurahan Sepang Jaya 

4) Kelurahan Kota Sepang 

5) Kelurahan Bandar Baru 

6) Kelurahan Kampung Baru Raya 

r. Kecamatan Langkapura mewilayahi 6 Kelurahan; 

1) Kelurahan Langkapura 

2) Kelurahan Langkapura Baru 

3) Kelurahan Gunung Terang 

4) Kelurahan Segala Mider  

5) Kelurahan Bilabong Jaya 

6) Kelurahan Gunung Agung 

s. Kecamatan Way Halim mewilayahi 6 Kelurahan; 



 

 

1) Kelurahan Perumnas Way Halim 

2) Kelurahan Way Halim Permai  

3) Kelurahan Gunung Sulah  

4) Kelurahan Jabaya I 

5) Kelurahan Jagabaya II 

6) Kelurahan Jagabaya III 

t. Kecamatan Kedamaian mewilayahi 7 Kelurahan; 

1) Kelurahan Kedamaian 

2) Kelurahan Bumi Kedamaian  

3) Kelurahan Tanjung Agung Raya 

4) Kelurahan Tanjung Baru 

5) Kelurahan Kali Balau Kencana  

6) Kelurahan Tanjung Raya  

7) Kelurahan Gading 
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4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang 

Terwujudnya pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, dan 

profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supermasi 

hukum. Visi tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat 

fungsional maupun structural serta karyawan karyawati Pengadilan 

Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam melaksanakan aktivis 

pengadilan. Visi tersebut mengandung makna bahwa bersih dari 

pengaruh tekanan dari luar dalam upaya supermasi  hukum.  Bersih dan 

bebas dari KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada 
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era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih 

dalam pelayanan hukum menjadi persyaratan untuk mewujudkan 

peradilan yang berwibawa.  

Berdasarkan visi pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang 

yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan beberapa Misi Pengadilan 

Agama Tanjung Karang untuk mewujudkan visi tersebut : 

a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan 

b. Meningkatkan sumber daya aparatur Peradilan  

c. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif  

d. Meningkatkan kesadaran dan ketaaatan Hukum masyarakat  

e. Meningkatkan sarana dan Prasarana Hukum  

5. Struktur Organisasi dan Tupoksi PA Kelas IA Tanjung Karang   

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan 

dan Kesekretariatan Peradilan sehingga Struktur/ Badan Organisasi 

Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang sebagai berikut : 

 

NO 

 

NAMA 

 

JABATAN 

1 Drs. H. Ediwarman, S.H., M.HI. Katua Pengadilan 

2 Drs. H. Ayef Saeful Miftah, S. H., M.H. Wakil Ketua 

3 Dra. Hj. Maimunah A.R, S.H, M.Hi. Hakim 

4 Dra. Mufidatul Hasanah , S.H, M.H. Hakim 

5 Drs. Firdaus, MA. Hakim 



 

 

6 Drs H.Hasan Faiz Bakry Hakim 

7 Drs Masiran Malkan Hakim 

8 Drs Ahmad Nur, M.H. Hakim 

9 Drs Hafni Nalisa Hakim 

10 Drs. H Riskullah, S.H. Hakim 

11 Drs. A.Nasrul, MD Hakim 

12 Drs. Joni Jidan Hakim 

13 Drs. Machfudl, S Hakim 

14 Drs. Wasyhudi, M.Hum. Hakim 

15 Drs. H Abuseman Bastoni, S.H. Hakim 

16 DJAUHARI, S.H. Hakim 

17 Itna Fauza Qadriyah, S.H, M,H. Panitera 

18 H. Sulaiman Marzuki, S.H. Wakil Panitera 

19 Deska Fitrah, S.H, M.H. Panitera Muda 

Permohonan 

20 Dra. Husnidar. Panitera Muda Gugatan 

21 Syukur, S.Ag. Panitera Muda Hukum 

22 Nelmi Rodiah Harafah, S.H. Panitera Pengganti 

23 Mahmilawati, S.H, M.H. Panitera Pengganti 

24 Dra. Hj.Maisarah. Panitera Pengganti 

25 Linda Hastuti, S.H, M.H. Panitera Pengganti 

26 Amnia Burmelia, S.H. Panitera Pengganti 

27 Hj. Elok Diantina,  S.H. Panitera Pengganti 



 

 

28 Rosmiati, S.H. Panitera Pengganti 

29 Astri Kurniawati, S.H. Panitera Pengganti 

30 Eliyanti Suri, S.Ag, M.H. Panitera Pengganti 

31 Anika Rahmah, S.Ag. Panitera Pengganti 

32 Nursiah, S.Hi. Panitera Pengganti 

33 Vivi Wanty, S.H. Panitera Pengganti 

34 Rahmahtiah Oktafiana, S.Hi. Panitera Pengganti 

35 M. Djulizar, S.H, M.H. Panitera Pengganti 

36 Senioretta Mauliasari, S.H. Panitera Pengganti 

37 Dra. Nelfirdos, M.H. Panitera Pengganti 

38 Sudiman, S.H. Sekretaris 

39 Anis Khoirunnisa, S.Ag. Kasub Per Tek Info pel 

40 A. Fathurrohman, S.H, M.H. Kasub Kepeg dan Organi 

TA 

41 Indria Yulisa, S.E. Kasub Umum dan 

Keuangan 

42 M. Rosyidi. Juru Sita 

43 Ahmad Subroto, S.H, M.H. Juru Sita 

44 Himbauan, S.H, M.M. Juru Sita  

45 Ari Eka Putra, S.H. Juru Sita 

46 Haryati Juru Sita 

47 Ali Haidar, S.H. Juru Sita 

48 Mega Oktaria, A.Md. Juru Sita  



 

 

49 Sri Wirdayan, S.E, M.H. Juru Sita Pengganti  

50 Mulyati, S.H. Juru Sita Pengganti 

51 Dwi Astuti, S.Pdi. Juru Sita Pengganti 

52 Dra. Masturah Juru Sita Pengganti 

53 Nurhayati, S.Hi. Juru Sita Pengganti 

54 Adriyadi, S.H. Juru Sita Pengganti 

55 Mulyati, S.H. Arisiparis 

56 Yasir, S.H. Pranata Computer 

57 Sri Widaryani, S.E, M.H. Bendahara 

 

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Per 

Februari 2018. 

Sturuktur organisasi yang dibentuk pada Pengadilan Agama Kelas 

IA Tanjung Karang bertujuan untuk menjalankan fungsi pokok yaitu : 

a. Memberikan pelayanan teknisi yudisial bagi para perkara banding 

b. Memberikan Pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan 

administrasi peradilan lainnya. 

c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum 

Islam pada instansi pemerintahan di daerah hukumnya apabila diminta 

sebagamana diatur dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 3 tahun 

2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. 



 

 

d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, 

panitera, sekretaris dan juru sita di daerah hukumnya 

e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan ditingkat 

pengadilan agama dan menjaga agar peradilan dijalankan dengan 

seksama dan sewajarnya  

f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur 

dilingkungan pengadilan tinggi Agama dan Pengadilan Agama  

g. Laksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab, ruqyat dan 

sebagainya.
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B. Putusan-Putusan Cerai Talak Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung 

Karang Tahun 2017 tentang Pemberian Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah  

Berikut ini adalah rangkuman data perceraian tahun 2017 yang 

berkaitan dengan pemberian mut‟ah dan nafkah „iddah yaitu sebagai berikut: 

1. Perkara nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Tnk (Ketua mejelis Hakim: Drs. H. 

Hasan Faiz Bakry, Hakim anggota: Drs. Masiran Malkan & Drs. Ahmad 

Nur, M.H) 

Pemohon, umur 54, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota Polri, 

bertempat di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. 

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu 

rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukarame Kota Bandar 

Lampung. 

Menikah pada 25 Juni 2014. 
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2017 



 

 

 

 

a. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian 

1) Alasan pokok suami mengajukan permohonan cerai talak adalah 

bahwa rumah tangga mereka sejak empat bulan pernikahan sudah 

tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. 

2) Alasan tersebut dibantah oleh isteri sebagaimana jawabannya 

tertanggal 14 Juni 2017 yang pada pokoknya membantah semua 

alasan-alasan pemohon/suami. 

3) Suami menduga isteri menyelewengakan penggunaan uang gaji 

suami. 

4) Berdasarkan keterangan para saksi dari kedua belah pihak, rumah 

tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah 

pisah rumah sejak 17 (tujuh belas) bulan yang lalu sampai sekarang 

dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam berumah 

tangga. 

5) Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil 

Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: 

             

Artinya: “Dan jika mereka ber‟azam (berletetapan hati) untuk 

talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengan lagi Maha 

Mengetahui.” 

 



 

 

6) Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa 

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (marriage 

break down) sulit rukun kembali. 

7) Mejelis Hakim menimbang bahwa yang harus dipertahankan 

apakah rumah tangga tersebut, masih dapat dipertahankan dan 

bukan apa atau siapa yang menjadi penyebab pertengkaran itu 

terjadi mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 

38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor:574/AG/1995 

tanggal 18 Juni 1996.
254

 

b. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Mut‟ah  dan Nafkah „Iddah 

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah 

selama tiga bulan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 

dengan pertimbangan bahwa Termohon telah menyampaikan 

pengahasilannya, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang 

harus dibayar Penggugat Rekonvensi setiap bulan selama masa idah 

sejumlah Rp 1.500.000,- x 3 bulan = Rp 4.500.000,- 

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut‟ah 

sebagai kenang-kenangan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi Tergugat Rekonvensi 

menyatakan secara lisan tidak ada kemampuan untuk membayarnya, 

maka majelis hakim menetapkan uang mut‟ah yang harus dibayar 

Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah 

Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) 
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Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat kepada 

Tergugat Rekonvensi: 

Biaya kepindahan Tergugat Rekonvensi dari Batam ke Bandar 

Lampung sebelum menjadi suami isteri sebesar Rp 35.000.000,- 

(tiga puluh lima juta rupiah); 

1) Mobil pribadi Penggugat Rekonvensi dijual Tergugat 

Rekonvensi seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); 

2) Menggugat mahar seberat 19 (Sembilan belas) gram yang 

dijual Tergugat Rekonvensi untuk membayar sewa rumah; 

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi 

kepada Tergugat Rekonvensi mengenai ganti rugi atau hutang piutang 

antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi oleh 

karena masalah ganti rugi atau hutang piutang tidak diatur dalam 

Undang-Undang dan tidak termasuk yang diperhitungkan dalam 

Hukum perkawinan dalam kaitannya dengan kewajiban yang melekat 

apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada seorang isteri, oleh 

karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya ganti rugi 

atau hutang piutang tidak dapat diterima.
255

   

2. Perkara nomor 300/Pdt.G/2017/PA.Tnk (Hakim ketua: Drs. H.K.M. 

Junaidi, S.H., M.H. hakim anggota: Dra. Mulathifah, M.H. dan Drs. 

Firdaus, MA.) 
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Pemohon umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai 

Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar 

Lampung. 

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata 1, 

pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan 

Langkapura Kota Bandar Lampung. 

Menikah pada 21 November 2004. 

1) Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian 

1) Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan 

pernikahan pada 21 Nopember 2004. Keharmonisan rumah tangga 

Pemohon dan Termohon mulai terganggu sejak tahun 2005 yang 

lalu oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-

menerus karena Termohon sakit TB Tulang dan puncaknya terjadi 

pada bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak 

melakukan hubungan layaknya suami isteri dan juga berakibat 

terjadinya pisah ranjang sampai sekarang (2 tahun) 

2) Selama terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah diupayakan 

perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. 

3) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, keterangan 

para saksi menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat 

Konvensi. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas 

maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin 

diantara Pemohon Konvensi dan Tergugat Konvensi, apabila 

pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut 



 

 

diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) daripada 

maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin 

yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, 

dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka 

menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharao 

kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang 

tercantum dalam kitab al-Asbah wa an-Nazair yang berbunyi: 

درء المفاسد أولى مه جلب المصالح 

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada 

mengharap kebaikan. 

 

4) Menimbang bahwa di samping itu, alasan tersebut sesuai dengan 

maksud dalil syar‟i yang terdapat dalam Al-Qur‟an surat al-

Baqarah ayat 229 yang diambil menjadi pertimbangan Majelis 

Hakim yang berbunyi: 

 الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان

Artinya: Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami 

diperbolehkan rujuk lagi dengn cara yang ma‟ruf atau 

menceraikan dengan cara yang baik.
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2) Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Mut‟ah  dan Nafkah „Iddah 

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak yang 

berhubungan dengan akibat talak yaitu: 

1. Nafkah iddah Rp 3.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 

tiga bulan, sehingga berjumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta 

rupiah); 
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2. Mut‟ah berupa emas 24 karat sebanyak 3 (tiga) suku, dan 

3. nafkah untuk 2 (dua) orang anak sampai usia 21 tahun diluar  

biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh 

juta rupiah); 

3) Menimbang dalam Repliknya, Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan 

Penggugat Rekonvensi tersebut menyatakan tidak keberatan dan 

sanggup untuk memenuhinya.  

4) Menimbang bahwa pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah 

merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak 

berlaku nusyuz, namun kewajiban untuk memberi nafkah pada isteri 

disesuaikan dengan kemampuan suami sebagaimana firman Allah 

Allah SWT. Dalam al-Qur‟an surat At-Talak ayat 7 : 

 لِيُىْفِكْ ذُو سَعَةٍ مِهْ سَعَتِهِ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya “. 

5) Menimbang,  bahwa berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan pasal 41 huruf (c) yang menyatakan: “Akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian adalah: Pengadilan dapat mewajibkan 

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau 

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, jo pasal 149 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) dan (b) maka gugatan 

Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai hak-hak yang 

berhubungan dengan akibat talak yang jumlahnya telah disanggupi 



 

 

oleh Tergugat Rekonvensi, maka Mejelis Hakim mengabulkan 

tuntutan nafkah tersebut.
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3. Perkara nomor 411/Pdt.G/2017/PA.Tnk (Ketua Majelis: Drs. H. Hasan 

Faiz Bakry, hakim anggota: Drs. Masiran Malkan dan Drs. Ahmad Nur, 

M.H) 

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan 

karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kedaton Kota Bandar 

Lampung. 

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekejaan 

Karyawan Rumah Sakit, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Karang 

Pusat Kota Bandar Lampung. 

Pasangan yang menikah pada 22 Februari 2010. 

a. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian 

1) Rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi 

sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan  dan pertengkaran 

disebabkan isteri selalu cemburu buta terhadap suami dan susah 

untuk dinasehati atas sikap cemburu yang berlebihan tersebut. 

2) Telah berpisah rumah selama 3 bulan sejak 8 Maret 2017. 

3) Sudah tidak ada ikatan batin antara suami dan isteri sehingga sudah 

tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam satu rumah tangga. 

4) Berdasarkan keterangan para saksi, terkuak fakta bahwa benar 

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan 

untuk dapat rukun kembali. 
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5) Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim 

berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon telah pecah atau retak, hati keduanya sudah tidak 

menyatu lagi sehingga sudah sulit untuk menyatukan mereka 

kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah 

dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur‟an Surat Ar-Rum ayat 21; 

6) Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil 

Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 227  yang berbunyi  :     

7)              

 Artinya : “Dan jika mereka ber‟azam (berketetapan hati) untuk 

talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui“.
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b. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Mut‟ah  dan Nafkah „Iddah 

1) Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon untuk 

menceraikan Termohon  tersebut, Termohon telah pula 

memberikan tanggapannya sebagaimana dalam jawabannya secara 

lisan  tertanggal 17  Mei 2017  pada pokoknya Termohon tidak 

keberatan diceraikan dengan ketentuan Termohon menuntut nafkah 

iddah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan 

selama masa iddah 3(tiga) bulan sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan 

ratus ribu rupiah) dan Mut‟ah berupa uang sejumlah Rp 300.000,- 
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(tiga ratus ribu rupiah) dan Nafkah anak sejumlah Rp 400.000,- 

(empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;  

2) Menimbang bahwa Pemohon tidak keberatan atas gugatan balik 

Termohon tersebut dan bersedia membayarnya 

3) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab-menjawab 

kedua belah pihak tentang gugat balik tersebut, maka Majelis 

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : 

4) Menimbang bahwa karena Tergugat Konvensi tidak keberatan 

untuk membayar nafkah iddah dan Mut‟ah serta nafkah anak maka 

majelis hakim menetapkan dan memerintah kepada Tergugat untuk 

membayar kepada Penggugat berupa: 

a. Nafkah iddah selama 3(tiga) bulan Sejumlah Rp 900.000,-

(Sembilan ratus ribu rupiah); 

b. Mut‟ah sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah); 

c. Nafkah satu orang anak sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus 

ribu rupiah).
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4. Perkara nomor 1044/Pdt.G/2017/PA.Tnk (Ketua Majelis: Dra. Mufidatul 

Hasanah, S.H., M.H. hakim anggota: Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. dan 

Dra. Mulathifah, M.H.) 

Pemohon, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan 

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di jalan Budi Karya 

Dusun Rengas Jaya RT. 003/005 Kelurahan Jati Indah Kecamatan Tanjung 

Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 
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Termohon, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu 

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Way Halim Kota Bandar 

Lampung. 

Pasangan yang menikah pada 18 Desember 1971, Pemohon berstatus 

jejaka dan termohon berstatus perawan. 

a. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian 

1) Suami menikah sirri dengan wanita lain yaitu mantan pembantu 

rumah tangganya. 

2) Percekcokan yang terjadi terus menerus. 

3) Sudah tidak ada ikatan batin. 

4) Berdasarkan keterangan para saksi telah mendukung dalil-dalil 

Pemohon Konvensi untuk bercerai dimana memang rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan telah pisah 

rumah sejak lebih kurang empat bulan yang lalu sampai sekarang 

dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu 

rumah tangga. 

5) Berdasarkan fakta-fakta yang terkuak di persidangan, maka Majelis 

Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon 

dan Termohon telah pecah atau setidak-tidaknya sudah retak, hati 

keduanya sudah tidak menyatu lagi sehingga sulit untuk 

menyatukan kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Al-Qur‟an surat Ar-Rum ayat 

21. 



 

 

6) Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil          

Al-Qur‟an surat Al-Baqarah : 227  yang berbunyi :  

 وا ن عزمواالطلا ق فا ن الله سميع عليم (7

Artinya : “Dan jika mereka ber‟azam (berketetapan hati) untuk 

talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui “. 

 

8) Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan 

yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 

38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor: 

574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 tidak akan 

mempertimbangkan siapa yang bersalah dan apa penyebab 

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan 

Termohon Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

apakah terdapat fakta-fakta yang menunjukkan pecahnya rumah 

tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga 

keduanya tidak mungkin akan hidup rukun lagi untuk membina 

rumah tangga sebagai suami isteri.
260

 

 

b. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Mut‟ah  dan Nafkah „Iddah 

1) Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau 

sejak bulan Agustus 2017 sampai perkara ini diputus/putusan 

dibacakan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang 

ditolak Tergugat Rekonvensi dengan alasan pada tanggal 11 Juli 

2017 Tergugat Rekonvensi telah memberikan uang kepada 

Penggugat Rekonvensi Rp. 1,2 M (satu milyar dua ratus juta 
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rupiah) dan dalil tersebut diakui oleh Penggugat Rekonvensi, 

namun menurut Penggugat Rekonvensi  pemberian tersebut 

merupkan pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi  

dan Tergugat Rekonvensi, bukan sebagai nafkah. 

2) Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Rekonvensi tentang uang 

Rp. 1,2 M (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut sebagai 

bagian harta bersama tidak didukung oleh bukti-bukti baik surat 

maupun saksi disamping itu menurut hukum  bahwa munculnya 

pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian ( Pasal 97 KHI) 

sementara pada tanggal 11 Juli 2017 antara Penggugat Rekonvensi  

dan Tergugat Rekonvensi  masih berstatus sebagai suami istri. 

3) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis 

Hakim berpendapat bahwa gugatan  Penggugat Rekonvensi tentang 

nafkah lampau dari bulan Juli 2017 sampai putusan ini debacakan 

telah tidak terbukti sehingga harus ditolak. 

4) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) dan 

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akibat perceraian dengan cerai 

talak bekas suami wajib memberikan kepada bekas istri nafkah 

selama masa iddah, maskan, kiswah dan mut‟ah. 

5) Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah selama masa 

iddah yang oleh Tergugat Rekonvensi tidak ditanggapi baik secara 

tertulis dalam replik maupun secara lisan dalam persidangan , 

maka Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 149 huruf (b) 

dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan selama proses 



 

 

persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya fakta yang 

menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sebagai isteri 

yang nusyuz. 

6) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis 

Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang 

nafkah iddah dapat dikabulkan tetapi tentang besarnya tidak 

sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi tetapi disesusuaikan 

dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi.  

7) Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat 

Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan PNS 

memiliki gaji pensiun sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima 

ratus ribu rupiah) perbulan , yang  diberikan kepada Penggugat 

Rekonvensi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan berdasarkan 

keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama Drs. Zainal 

Abidin Hasan Bin Hasanuddin Tergugat Rekonvensi sebagai 

pensiunan PNS memiliki gaji pensiun sejumlar Rp. 5.000.000,- 

(lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan serta berdasarkan bukti 

P6 Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan PNS memiliki gaji 

pensiun lebih kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu 

rupiah) perbulan. 

8) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat 

Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat 

Rekonvensi nafkah selama masa iddah  sejumlah Rp. 7.500.000,- 

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah); 



 

 

9) Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi 

tentang Mut‟ah sejumlah 1 (satu) milyar dengan alasan Tergugat 

Rekonvensi memiliki tabungan sejumlah 4 (empat) milyar, tetapi 

terhadap alasan tersebut Penggugat telah tidak dapat membuktikan, 

dan ternyata berdasarkan bukti P4, ternyata saldo tabungan   

Rekonvensi per 10 Januari 2018 sejumlah Rp. 346.244,18 ( tiga 

ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) 

dan berdasarkan bukti P 5 ternyata saldo tabungan   Rekonvensi 

per 01 Januari 2018 sejumlah Rp.  4.519.100 ( empat juta lima 

ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) ; 

10) Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi 

tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi secara tegas 

dalam replik tidak  menolak maupun mengabulkan melainkan 

hanya menyatakan mut‟ah sunah dan besarnya disesuaikan dengan 

kemampuan, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 

149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan selama proses 

persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya fakta yang 

menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sebagai isteri 

yang nusyuz bahkan  Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah 

mengabdi kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami selama lebih 

kurang 46 tahun maka Tergugat rekonvensi berkewajiban 

memberikan mut‟ah kepada Penggugat Rekonvensi;  

11) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis 

Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berupa 



 

 

mut‟ah dapat dikabulkan yang besarnya tidak sebagaimana 

tuntutan Penggugat Rekonvensi tetapi sesuai dengan asas 

kepatutan,keadilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi.  

12) Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat 

Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan PNS 

memiliki gaji pensiun sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima 

ratus ribu rupiah) perbulan, yang  diberikan kepada Penggugat 

Rekonvensi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan berdasarkan 

keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yang bernama Drs. Zainal 

Abidin Hasan Bin Hasanuddin,Tergugat Rekonvensi sebagai 

pensiunan PNS memiliki gaji pensiun sejumlar Rp. 5.000.000,- 

(lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan serta berdasarkan bukti 

P6 Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan PNS memiliki gaji 

pensiun lebih kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu 

rupiah)perbulan. 

13) Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi 

dikabulkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk 

memberikan mut‟ah kepada Penggugat Rekonvensi) sejumlah Rp 

15.000.000,- (lima belas juta rupiah). 

14) Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang kiswah yang oleh 

Tergugat Rekonvensi tidak ditanggapi baik secara tertulis dalam 

replik maupun secara lisan dalam persidangan, maka Majelis 

Hakim dengan memperhatikan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi 

Hukum Islam dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak 



 

 

melihat adanya fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat 

Rekonvensi adalah sebagai isteri yang nusyuz. 

15) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis 

Hakim berpandapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang 

kiswah dapat dikabulkan tetapi tentang besarnya tidak sebagaimana 

tuntutan Penggugat Rekonvensi tetapi disesusuaikan dengan 

kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi. 

16) Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat 

Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan PNS 

memiliki gaji pensiun sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima 

ratus ribu rupiah) perbulan, yang  diberikan kepada Penggugat 

Rekonvensi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan berdasarkan 

keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama Drs. Zainal 

Abidin Hasan Bin Hasanuddin, Tergugat Rekonvensi sebagai 

pensiunan PNS memiliki gaji pensiun sejumlar Rp. 5.000.000,- 

(lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan serta berdasarkan bukti 

P6 Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan PNS memiliki gaji 

pensiun lebih kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu 

rupiah) perbulan. 

17) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat 

Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat 

Rekonvensi kiswah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh  juta lima ratus 

ribu rupiah). 



 

 

18) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi 

tentang nafkah selama masa iddah, mut‟ah dan kiswah yang telah 

dikabulkan tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dalam 

sidang penyaksian Ikrar Talak sesaat setelah Tergugat Rekonvemsi 

mengucapkan ikrar talak.
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5. Perkara nomor 1208.Pdt.G/2017/PA.Tnk (Ketua Majelis: Drs. H. Hasan 

Faiz Bakry, Hakim anggota: Drs. Masiran Malkan dan Drs. Ahmad Nur, 

M.H.) 

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, 

tempat tinggal di Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. 

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu 

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kedamaian Kota Bandar 

Lampung. 

Pasangan  suami isteri yang menikah pada 23 Januari 2017, suami 

berstatus duda anak 1, dan isteri berstatus janda anak 1. 

a. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian 

1) Yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai 

terhadap Termohon, pada pokoknya karena rumah tangga 

Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena Pemohon 

menuduh Termohon memasuki air seni ibu angkat Pemohon 

kedalam bak mandi orang tua Pemohon sehingga terjadi 

perselisihan dan pertengkaran, dan akibatnya  antara Pemohon dan 

Termohon  berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 
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selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, dan selama pisah tersebut 

antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, bahkan 

selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak ada 

komunikasi dan sudah tidak saling perduli lagi. 

2) saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dianggap cakap dan tidak 

terdapat kecacatan formil sebagai saksi dalam perkara ini serta 

merupakan saksi orang-orang yang dekat dengan Pemohon  dan 

bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam 

perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan 

secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya 

telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan 

yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan 

yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat 

sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil permohonan 

Pemohon oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat 

diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga 

dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini. 

3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil          

Al-Qur‟an surat Al-Baqarah : 227  yang berbunyi :  

 وا ن عزمواالطلا ق فا ن الله سميع عليم



 

 

Artinya : “Dan jika mereka ber‟azam (berketetapan hati) untuk 

talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui “.
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b. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Mut‟ah  dan Nafkah „Iddah 

Menimbang bahwa Termohon menuntut nafkah berupa: 

1) Nafkah lampau selama 7 bulan @ Rp 2000.000,-  menjadi Rp 

14.000.000,- (empat belas juta rupiah); 

2) Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan @ Rp 2000.000,- menjadi Rp 

6.000.000,- (enam juta rupiah); 

3) Mut‟ah berupa sebentuk cincin emas 24 karat seberet 5 (lima) 

gram; 

Menimbang bahwa atas tuntutan Termohon, Pemohon hanya 

mampu membayarnya  sesuai dengan kemampuan Pemohon yang 

berpenghasilan setiap bulan sebesar sejumlah Rp 1.900.000,-(satu juta 

sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, dan Pemohon hanya sanggup 

membayar nafkah tersebut sebagai berikut: 

1) Nafkah lampau selama  7 (tujuh) bulan @.Rp 500.000,- (lima ratus 

ribu rupiah) menjadi Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu 

rupiah); 

2) Nafkah iddah selama 3(tiga) bulan @ Rp 500.000,- (lima ratus ribu 

rupiah) menjadi  Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 

3) Mut‟ah berupa cincin emas 24 Karat seberat 2(dua) gram; 

Menimbang bahwa karena penghasilan Pemohon kurang dari 

cukup dan termohon hanya mampu membayarnya semampu 
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Pemohon, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan Permohonan 

Termohon dapat dikabulkan sesuai dengan kemampuan pemohon dan 

menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: 

1) Nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp 3.500.000,-

(tiga juta lima ratus ribu rupiah); 

2) Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu 

juta lima ratus ribu rupiah); 

3) Mut‟ah berupa cincin emas 24 Karat seberat 2(dua) gram.
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C. Metode Ijtihād Hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang 

dalam Menentukan Kadar Mut’ah  dan Nafkah ‘Iddah 

Berikut ini akan dipaparkan hasil wawancara kepada beberapa hakim 

Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang terkait metode ijtihād dalam 

menentukan kadar mut‟ah dan nafkah „iddah dalam perkara cerai talak. 

a. Nama: Drs. H.K.M Junaidi, S.H., M. H., 

Jabaran: Hakim 

Alamat: Jl. Pulau Damar G. Wijaya Kusuma No. 04 RT 14 Kel. Way Dadi 

Baru Kec. Sukarame Bandar Lampung 

Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang tidak 

menggunakan metode ijtihād klasik dalam menentukan kadar mut‟ah dan 

nafkah „iddah. Hal ini karena di dalam peraturan sudah jelas sehingga 

tidak memerlukan kaidah klasik untuk diterapkan. Dasar hukum utama 
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yang digunakan adalah KHI dan Undang-undang Perkawinan.  Pasal 149 

152 (Kompilasi Hukum Islam)  yang berbunyi: 

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 

(a) Memberikan mut‟ah  yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul. 

(b) Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama 

dalam „iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba‟in atau 

nusyūz  dan dalam keadaaan tidak hamil. 

(c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuhnya 

apabila qabla dukhul. 

(d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
264

 

  

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa suami memberikan mut‟ah yang 

layak, kelayakan itu bersifat relatif sehingga yang menentukan adalah 

hakim dengan ijtihādnya. Layaknya mut‟ah harus memenuhi rasa 

kepatutan dan keadilan bagi suami maupun isteri, terutama bagi isteri 

sebagai pihak yang lemah. 

Dasar hukum dalam Al-Qur‟an yang digunakan: 

 

                                

                      

 

 Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa 

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan.”(Q.S. At-Talak [65]: 7)
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Alasan menggunakan ayat ini adalah bahwa di Pengadilan Agama 

Kelas 1 A Tanjung Karang harus mengedepankan agamanya, sehingga 

dalam putusan-putusan hakim salah satu dasar pertimbangannya adalah 

ayat Al-Qur‟an. Ayat tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian 

nafkah „iddah maupun mut‟ah itu sendiri bahwa pemberiannya harus 

sesuai dengan kemampuan. 

Mut‟ah bukan semata-mata tuntutan isteri kepada suami, namun 

mut‟ah merupakan hadiah suami kepada isteri yang diceraikannya. 

Dikarenakan ada dalam peraturan sehingga hakim dapat menentukan 

jumlahnya karena jabatannya  (hak ex-officio). 

Faktor –faktor yang menjadi pertimbangan hakim diantaranya. 

a. Lamanya usia perkawinan. 

b. Kesalahan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab perceraian. 

c. Penentuan ukuran tersebut harus memenuhi rasa kepatutan dan 

keadilan. 

d. Kemampuan suami, dilihat dari gaji setiap bulan. 

Praktik ijtihād yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1 A 

Tanjung Karang, dilakukan dengan cara musyawarah Majelis Hakim 

dalam ruang sidang. Antar hakim ini bermusyawarah untuk menentukan 

berapa ukuran mut‟ah dan nafkah „iddah yang layak yaitu dengan melihat 

beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Ukuran tersebut harus dapat 

menyenangkan hati isteri. Pada perkara cerai talak, posisi isteri adalah 

kaum yang lemah dan harus dilindungi. Oleh karena itu, pemberian mut‟ah 



 

 

dan nafkah „iddah dalam rangka melindungi hak-hak kaum wanita setelah 

terjadi perceraian. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang 

Perkawinan dan KHI yaitu dalam rangka mengangkat derajat kaum 

wanita.
266

 

Penyerahan mut‟ah dan nafkah „iddah dilakukan pada saat ikrar 

talak. Pada sidang sebelumnya, hakim ini mengingatkan suami agar harta 

benda mut‟ah dan nafkah „iddah sesuai putusan majelis hakim dibawa 

pada saat sidang pembacaan ikrar talak. Hal ini adalah upaya Pengadilan 

agar hak-hak kaum wanita terjamin. Dan dalam praktiknya di Pengadilan 

Agama Kelas 1 A Tanjung Karang, hal ini dilakukan dengan baik oleh 

para pihak yang berperkara. Pada hari sidang ikrar tala pihak suami belum 

membawa harta benda yang diputuskan majelis hakim, maka hakim akan 

menunda sidang ikrar talak sampai suami mampu memenuhi 

kewajibannya. Belum pernah ada kasus yang tidak melaksanakan putusan 

hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang.
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b. Nama: Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H., 

Jabatan: Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang 

Alamat: Perum Bumi Kertasari, Blok 1, No. 192 Ciamis, Kabupaten Jawa 

Barat 

Ia berpendapat bahwa dalam menentukan mut‟ah dan nafkah 

„iddah adalah dengan menggunakan Maslahah Mursalah, yang mana 
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penentuan kadar tersebut dalam rangka menegakkan dan memelihara 

kemaslahatan yaitu kemaslahatan bagi isteri agar terjamin hak-haknya 

pasca perceraian. Ia mengatakan bahwa Hakim yang ada di Pengadilan 

Agama Kelas 1 A Tanjung Karang mayoritas tidak menggunakan metode 

ijtihād klasik dalam menentukan mut‟ah dan nafkah „iddah. Dikarenakan 

penentuannya tersebut telah diatur di dalam perundang-undangan. 

Menurutnya metode maslahah mursalah ini sesuai dengan maksud 

dari Undang-Undang Perkawinan yang mana undang-undang tersebut 

dibuat dengan tujuan untuk mengangkat derajat kaum wanita yang mana 

hal ini dalam rangka memelihara dan menegakkan kemaslahatan bagi 

semua pihak. Kaum wanita dalam perceraian talak merupakan kaum yang 

lemah, oleh karena itu harus dilindungi hak-haknya. 

Ayat Al-Qur‟an yang menjadi dasar penetapan jumlah nafkah 

„iddah dan mut‟ah adalah surat At-Talak ayat 7 : 

 لِيُىْفِكْ ذُو سَعَةٍ مِهْ سَعَتِهِ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya “. 

Praktik ijtihād yang dilakukan yaitu, sebelum hakim berijtihād, 

hakim akan menyerahkan kepada suami dan isteri untuk bermusyawarah 

mengenai jumlah mut‟ah dan nafkah „iddah tersebut. Bila tidak terjadi 

kesepakatan, maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk 



 

 

menentukanya dengan dasar menegakkan dan memelihara 

kemaslahatan.
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Pada dasarnya hakim tidak boleh memutus yang tidak di minta, 

akan tetapi seorang hakim mempunyai hak ex officio yang dipergunakan 

dalam perkara cerai talak yang terkait dengan akibatnya dalam pemberian 

nafkah nafkah „iddah, nafkah anak, dan mut‟ah selama isteri tidak nusyuz.  

Dalam Peradilan Agama ada aturan khusus mengenai hak ex officio yang 

bisa digunakan hakim dalam memutus suatu perkara untuk memenuhi rasa 

keadilan kepada isteri dipertimbangkan dengan kemampuan suami dalam 

menetapkan jumlah nafkah kepada isteri. Pemberian nafkah terhadap 

seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri 

tersebut tidak berlaku nusyuz. 

Dasar hukum Hak Ex Officio, yaitu: 

1. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang 

Perkawinan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi bekas isteri”. 

2. Pasal 24 Ayat (2) huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Tahun 1975 

yang berbunyi: “selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas 

permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat: 

(a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami 

(b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan 

pendidikan anak. 
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(c) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-

barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak 

isteri. 

3. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu bilamana perkawinan 

putus karena talak, maka bekas suami wajib: 

(e) Memberikan mut‟ah  yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul. 

(f) Memberikan nafkah, maskan dan kiswa kepada bekas isteri selama 

dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyūz  

dan dalam keadaaan tidak hamil. 

(g) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuhnya 

apabila qabla dukhul. 

(h) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. 

4.  Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 

KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: “Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar‟iyah secara Ex officio dapat menetapkan 

kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya 

tidak terbukti berbuat nusyūz dan menetapkan kewajiban mut‟ah .” 

Jika perceraian ini terjadi qobla dukhūl, maka mas kawin bisa 

diminta kembali oleh suami. Suami tidak wajib memberikan mut‟ah  bagi 

seorang isteri yang diceraikan sebelum digauli. Hakim tidak boleh 

memaksa suami untuk memberikan mut‟ah. Namun, tidak menjadi 



 

 

masalah apabila suami ingin memberikan mut‟ah  secara sukarela kepada 

isteri.
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Jika sudah terjadi ikrar talak, mut‟ah  maupun nafkah „iddah tidak 

atau belum mampu dibayar oleh suami, maka isteri berhak mengajukan 

permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Kemudian pengadilan agama 

akan mengeksekusi harta-harta yang dimiliki oleh suami baik harta 

bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang dikuasai oleh 

dirinya maupun yang digunakan oleh orang lain namun masih dalam 

penguasaannya (contoh: kendaraan yang dipergunakan orang untuk 

mencari nafkah), harta-harta tersebut boleh diambil paksa oleh panitera 

yang ditunjuk oleh pengadilan. Harta benda tersebut akan dilelang dan 

hasil lelang akan diberikan kepada isteri sesuai dengan jumlah yang telah 

diputuskan. Dalam praktikya di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung 

Karang belum pernah terjadi peristiwa tersebut. 

c. Nama: Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H., 

Jabatan: Hakim Madya Utama 

Alamat: Jl. Pulau Sebesi, Gg. Budi Mulya II, No. 2 Kel. Sukarame, Kec. 

Sukarame Bandar Lampung. 

Selaku hakim, ia memiliki pendapat bahwa metode ijtihād yang 

digunakannya adalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan 

yaitu KHI dan Undang-undang Perkawinan. Dasar tersebut cukup untuk 

dijadikan dasar pertimbangan. Disamping itu, penentuan mut‟ah dan 
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nafkah „iddah harus memenuhi rasa kepatutan, kelayakan dan keadilan dan 

sesuai dengan kemampuan suami. 

Nafkah „iddah dan mut‟ah  itu tidak tergantung pada pihak isteri itu 

sendiri. Adapun suami yang secara suka rela tanpa dituntut oleh isteri di 

Pengadilan Agama memenuhi kewajiban atas hak-hak isteri. Apabila isteri 

berkeinginan menuntut nafkah iddah, maka dapat dilaksanakan 

berdasarkan pada pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Gugatan soal pengasuhan anak, 

nafkah anak, nafkah isteri dapat diajukan bersama-sama dalam gugatan 

perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan 

hukum tetap”.
270

 

d. Nama: Drs. Wasyhudi, M. Hum., 

Jabatan: Hakim Utama Muda 

Alamat: Jl. Cut Nyak Dien, Gg. Sukajadi No. 21 Rt. 02 Kaliawi Persada 

Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung 

Ia memiliki pendapat yang sama dengan hakim-hakim sebelumnya, 

bahwa metode ijtihād yang digunakan tidak menggunakan metode klasik. 

Ia hanya berlandas pada peraturan perundang-undangan. Namun ia 

menambahkan untuk menentukan mut‟ah  dan nafkah „iddah, hakim ini 
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melihat juga asas kepatutan hukum, kelayakan hukum, keadilan hukum 

serta keberanian hakim dalam memutuskan.
271

 

e. Nama: Drs. Joni Jiddan, M.H., 

Jabatan: Hakim 

Alamat: Perum Tanjung Raya Permai Blok I No. 5 Rt 2 Lk 1 Tanjung 

Seneng Bandar Lampung 

Pendapat hakim ini sama dengan haim-hakim sebelumya, bahwa 

metode ijtihād yang digunakan adalah berdasar pada KHI dan Undang-

Undang Perkawinan. Ia menambahkan bahwa untuk mengukur besaran 

mut‟ah  dan nafkah „iddah adalah seperti yang tertera dalam kitab-kitab 

fikih Islam yang sudah dirangkum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

ia berpendapat yang cenderung kepada bahwa ukuran mut‟ah  tidak boleh 

kurang dari mahar, dan harus menyesuaikan dengan kemampuan suami. 

Kemudian, mut‟ah  dan nafkah „iddah harus diberikan pada saatikrar talak 

oleh suami di hadapan sidang majelis hakim Pengadilan Agama. 

Pengadilan akan terus membujuk suami agar dapat memenuhi 

kewajibannya ketika ikrar talak. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-

hak isteri supaya tidak terlantar setelah terjadi perceraian. Dan untuk 

menegakkan keadilan.
272
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D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Ijtihād Hakim dalam Menentukan 

Kadar Mut’ah  dan Nafkah ‘Iddah 

Menurut keterangan beberapa hakim Pengadilan Agama kelas 1 A 

Tanjung Karang yang telah penulis wawancarai, faktor-faktor yang 

mempengaruhi ijtihād hakim dalam menentukan kadar mut‟ah  dan nafkah 

„iddah tidak jauh berbeda. 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi ijtihād hakim dalam menentukan 

kadar mut‟ah: 

a. Usia perkawinan, hal ini menjadi acuan hakim dalam menentukan 

kadar mut‟ah. Jika usia perkawinan semakin lama, maka ukuran 

mut‟ah  semakin besar, dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan 

beban batin yang diderita oleh isteri. 

b. Fakta dipersidangan, apabila tidak ada indikasi isteri nusyūz hakim 

boleh mempergunakan hak ex officio nya. 

c. Nilai kesalahan atau problem yang terjadi juga menjadi acuan hakim 

dalam menentukan mut‟ah. Jika dalam penilaian hakim kesalahan 

banyak dilakukan oleh suami, besar kemungkinan mut‟ah  akan 

menjadi lebih besar. 

d. Melihat besar kecilnya mas kawin atau mahar pada saat akad nikah 

(atau setara dengan mahar mitsli). Besar mut‟ah  boleh lebih besar dari 

mas kawin, tetapi tidak boleh kurang dari mas kawin serta tidak boleh 

terlalu kecil. Dalam menentukan nafkah iddah tidak melihat faktor ini. 



 

 

e. Kesepakatan di luar pengadilan, adanya kesepakatan antara Pemohon 

dan Termohon yang berkaitan dengan jumlah pemberian nafkah iddah 

dan mut‟ah  sehingga hakim akan lebih adil dalam memberikan 

keputusan. 

f. Melihat kemampuan suami, adanya kemampuan mantan suami untuk 

membayarkan nafkah iddah dan mut‟ah  kepada mantan isteri dengan 

melihat latar belakang pekerjaannya. Pendapat ini didasarkan kepada 

firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 236. 

                   

 
…dan hendaklah kamu berikan suatu mut‟ah  (pemberian) kepada 

mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang 

miskin menurut kemampuannya (pula). (Q.S. Al-Baqarah [2] : 236)
 273

 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ijtihād hakim dalam menentukan 

kadar nafkah „iddah 

a. Usia perkawinan, hal ini menjadi acuan hakim dalam menentukan 

kadar mut‟ah. Jika usia perkawinan semakin lama, maka ukuran 

mut‟ah  semakin besar, dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan 

beban batin yang diderita oleh isteri. 

b. Fakta dipersidangan, apabila tidak ada indikasi isteri nusyūz hakim 

boleh mempergunakan hak ex officio nya. 

c. Nilai kesalahan atau problem yang terjadi juga menjadi acuan hakim 

dalam menentukan mut‟ah. Jika dalam penilaian hakim kesalahan 
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banyak dilakukan oleh suami, besar kemungkinan mut‟ah  akan 

menjadi lebih besar. 

d. Kesepakatan di luar pengadilan, adanya kesepakatan antara 

Pemohon dan Termohon yang berkaitan dengan jumlah pemberian 

nafkah iddah dan mut‟ah  sehingga hakim akan lebih adil dalam 

memberikan keputusan. 

e. Melihat kemampuan suami, adanya kemampuan mantan suami untuk 

membayarkan nafkah iddah dan mut‟ah  kepada mantan isteri 

dengan melihat latar belakang pekerjaannya. Pendapat ini didasarkan 

kepada firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 236. 

                   

 
…dan hendaklah kamu berikan suatu mut‟ah  (pemberian) kepada 

mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang 

miskin menurut kemampuannya (pula). (Q.S. Al-Baqarah [2] : 236)
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Metode Ijtihād Hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang 

dalam Menentukan Kadar Mut’ah dan Nafkah ‘Iddah 

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung 

Karang, metode ijtihād yang digunakan untuk menentukan kadar mut‟ah dan 

nafkah „iddah yaitu, ada seorang hakim yang menggunakan Maslahah 

Mursalah, 4 (empat) hakim lainnya berlandaskan pada asas kepatutan, 

kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan suami. 

Alasan menggunakan metode maslahah mursalah adalah bahwa 

metode maslahah mursalah ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang 

Perkawinan yang mana undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan yaitu 

dalam rangka untuk mengangkat derajat kaum wanita yang mana hal ini 

adalah untuk memelihara dan menegakkan kemaslahatan bagi semua pihak. 

Kaum wanita dalam perceraian talak merupakan kaum yang lemah, oleh 

karena itu harus dilindungi hak-haknya. Menurut penulis, hakim ini 

cenderung mengikuti mazhab Maliki, karena mazhab Maliki menggunakan 

maslahah mursalah dalam menetapkan hukum. 

Kemudian, empat hakim yang menggunakan dasar asas kepatutan, 

kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan suami dalam 

menentukan mut‟ah dan nafkah „iddah dengan dikarenakan kemampuan 

suami adalah yang paling penting untuk dijadikan dasar. Meskipun isteri 

meminta dalam jumlah besar, jika suami tidak mampu maka hakim tidak 

boleh memutuskan diluar batas kesanggupan. Menurut penulis, keempat 

hakim tersebut cenderung kepada beberapa mazhab Hanafi, Maliki,  Hanbali. 

Sebagaimana yang dipaparkan pada BAB II, jika suami-istri saling 

bersengketa mengenai kadarnya, hakim menilainya dengan hasil ijtihādnya 

sesuai dengan kelayakan kondisi dengan memperhatikan keadaan suami-istri, 

sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Hanafi, yang berupa kaya, miskin, 



 

 

nasab dan sifat.
275

 Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah SWT. dalam 

surat al-Baqarah ayat 236. 

                   

   
…dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada 

mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang 

miskin menurut kemampuannya (pula).
276

 

 

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, mut‟ah dilihat dari kondisi 

kaya dan miskinnya suami. Orang yang kaya  sesuai dengan kadarnya dan 

orang yang miskin juga sesuai dengan kadarnya. Berdasarkan ayat yang tadi 

telah disebutkan yang mengungkapkan tentang kondisi mut‟ah berdasarkan 

kondisi suami.
277

 

Mengenai kadarnya, Imam Asy-Sya‟rani di dalam kitab Al-Mizān Al-

Kubrā mengutip pendapat Imam Abu Hanifah bahwa mut‟ah itu diperkirakan 

dengan tiga kain yakni, rompi, khimar dan jubah.
278

 Di dalam salah satu 

riwayatnya yang shahih Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad juga berpendapat 

bahwa kadar mut‟ah ini diserahkan kepada ijtihād hakim dengan 

kemampuannya.
279

 Menurut penulis, pendapat ini juga dipegangi oleh hakim 

Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang. 

 

Selain daripada itu, dasar hukum yang digunakan oleh hakim 

Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang adalah ayat Al-Qur‟an, 

diantaranya: 

1. Surat At-Talak ayat 7 
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 Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa 

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan.”(Q.S. At-Talak [65]: 7)
280

 

 

2. Surat al-Baqarah ayat 236. 

                   

 
…dan hendaklah kamu berikan suatu mut‟ah  (pemberian) kepada mereka. 

orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin 

menurut kemampuannya (pula). (Q.S. Al-Baqarah [2] : 236)
 281

 

 

Alasan menggunakan ayat ini adalah bahwa di Pengadilan Agama 

Kelas 1 A Tanjung Karang harus mengedepankan agamanya, sehingga dalam 

putusan-putusan hakim salah satu dasar pertimbangannya adalah ayat Al-

Qur‟an. Ayat tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian nafkah 

„iddah maupun mut‟ah itu sendiri bahwa pemberiannya harus sesuai dengan 

kemampuan. 

Praktik ijtihād yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1 A 

Tanjung Karang, dilakukan dengan cara musyawarah majelis hakim dalam 

ruang sidang. Sebelumnya, hakim menyerahkan kepada suami isteri untuk 

bermusyawarah mengenai jumlah yang harus diberkan suami kepada isteri. 

Apabila tidak ditemukan kesepakatan, maka majelis hakim akan berijtihād. 

Penentuan tersebut harus memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan 

serta melihat kemampuan suami. Disamping itu, pemberian mut‟ah dan 
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nafkah „iddah adalah dalam rangka melindungi hak -hak perempuan pasca 

perceraian sesuai dengan amanat undang-undang perkawinan dan KHI. 

Penyerahan mut‟ah dan nafkah „iddah dilakukan pada saat ikrar talak. 

Pada sidang sebelumnya, hakim ini mengingatkan suami agar harta benda 

mut‟ah dan nafkah „iddah sesuai putusan majelis hakim dibawa pada saat 

sidang pembacaan ikrar talak. Hal ini adalah upaya Pengadilan agar hak-hak 

kaum wanita terjamin. Dan dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kelas 1 A 

Tanjung Karang, hal ini dilakukan dengan baik oleh para pihak yang 

berperkara. Pada hari sidang ikrar tala pihak suami belum membawa harta 

benda yang diputuskan majelis hakim, maka hakim akan menunda sidang 

ikrar talak sampai suami mampu memenuhi kewajibannya. Belum pernah ada 

pihak yang tidak melaksanakan putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 

A Tanjung Karang. 

Pada dasarnya hakim tidak boleh memutus yang tidak di minta, akan 

tetapi seorang hakim mempunyai hak ex officio yang dipergunakan dalam 

perkara cerai talak yang terkait pemberian nafkah „iddah, nafkah anak, dan 

mut‟ah selama isteri tidak nusyuz. Dalam hal kasus perceraian (talak), hak ex 

officio bertujuan untuk melindungi hak isteri, tetapi sebenarnya bukan hanya 

itu saja, hak ex officio diperlukan juga dalam bidang ilmu hukum untuk 

melindungi setiap hak dan terhadap siapa saja pemilik hak itu. 

Hak ex officio hakim digunakan ketika isteri tidak mengetahui hak-hak 

yang didapat pasca perceraian seperti mut‟ah dan nafkah „iddah, hakim 

pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang 

secara ex officio dapat menghukum bagi suami untuk memberikan nafkah 

„iddah dan mut‟ah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak mantan isteri 

pasca perceraian, meskipun isteri tidak mengajukan rekonvensi kepada suami.  

Dasar hukum Hak Ex Officio hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung 

Karang, yaitu: 



 

 

5. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang 

Perkawinan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban 

bagi bekas isteri”. 

6. Pasal 24 ayat (2) huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Tahun 1975 yang 

berbunyi: “selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan 

penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat: 

(d) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; 

(e) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan 

pendidikan anak; 

(f) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-

barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak 

isteri. 

7. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu bilamana perkawinan 

putus karena talak, maka bekas suami wajib: 

(i) Memberikan mut‟ah  yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhūl. 

(j) Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama 

dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyūz  

dan dalam keadaan tidak hamil. 

(k) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuhnya 

apabila qabla dukhūl. 

(l) Memberikan biaya hadhānah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. 



 

 

8.  Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 

tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Peradilan Agama: “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah 

secara Ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami 

untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyūz dan 

menetapkan kewajiban mut‟ah .” 

Menurut hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang, isteri 

yang dicerai qobla dukhūl, tidak berhak mendapat mut‟ah. Namun, jika suami 

secara sukarela tanpa paksaan memberikan mut‟ah tidak menjadi masalah. 

Hakim tidak boleh menutut suami untuk memberikan mut‟ah maupun nafkah 

„iddah kepada suami yang menceraikan isteri qobla dukhūl. 

Dasar pendapat hakim ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 

158: 

Mut‟ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: 

a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba‟da dukhūl. 

b. Perceraian itu atas kehendak suami. 

Hukum suami memberikan mut‟ah ketika tidak terpenuhinya 

ketentuan pasal 158 KHI ini menjadi sunnah, sebagaimana yang disebutkan 

dalam pasal 159 KHI “Mut‟ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa 

syarat tersebut pada pasal 158”. Artinya, isteri yang  dicerai qobla dukhūl, 

tidak bisa menuntut mut‟ah. 

Suami berkewajiban memberikan mut‟ah dan nafkah selama isteri 

berada dalam masa „iddah, yaitu nafkah pangan, maskan (tempat tinggal) dan 

kiswah (pakaian). Hal ini berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Pasal 149 poin (a) dan poin (b): 

Pasal 149 

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 



 

 

a. Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; 

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 

„iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba‟in atau nusyūz dan 

dalam keadaan tidak hamil; 

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila 

qobla dukhūl; 

d. Memberikan biaya hadhānah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun. 

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhu Islam wa Adillatuhu juga 

mengemukakan pendapat bahwa sesungguhnya mut‟ah menyesuaikan dengan 

kondisi suami-isteri seperti nafkah.
282

 Mazhab Syafi‟i berpendapat mut‟ah 

kurang tidak kurang dari tiga puluh dirham. Jika suami isteri bersengketa 

mengenai kadarnya, hakim menilainya dengan hasil ijtihādnya sesuai dengan 

kelayakan kondisi suami-isteri, sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab 

Hanafi.
 283

 Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah SWT. dalam surat al-

Baqarah ayat 236. 

                    

 

…dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada 

mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang 

miskin menurut kemampuannya (pula).
284

 

 

Begitu juga dengan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hambali, 

bahwa mut‟ah ditetapkan berdasarkan kondisi kaya dan miskinnya suami. 

Orang yang kaya  sesuai dengan kadarnya dan orang yang miskin juga sesuai 
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dengan kadarnya. Berdasarkan ayat yang tadi telah disebutkan yang 

mengungkapkan tentang kondisi mut‟ah berdasarkan kondisi suami. 

Berdasarkan pemaparan pada BAB II, dapat dipahami bahwa nafkah 

„iddah merupakan sejumlah harta atau benda yang dapat dipergunakan untuk 

biaya hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa „iddah bagi 

wanita yang diceraikan. Isteri yang berhak mendapatkan nafkah „iddah 

adalah isteri yang dicerai dengan talak raj‟i. 

Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak raj‟i  tidak 

menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa 

„iddah isterinya.
285

 Sehingga ketentuan dalam Al-Qur‟an surat al-Baqarah 

ayat 233 masih berlaku bagi suami tersebut. 

…                            

…   

Artinya: “ …dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 

kepada para ibu dengan cara ma‟ruf. Seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya…”. (Qs. Al-Baqarah 

[2]:233) 

 

Potongan ayat ini menyatakan bahwa suami berkewajiban untuk 

memberi nafkah kepada isteri baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat 

tinggal. Isteri yang menjalani „iddah raj‟iyyah, jika ia taat atau baik kepada 

suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian dan uang 

belanja dari mantan suaminya. Tetapi jika ia durhaka maka tidak berhak 

mendapat apa-apa.
286

 Dari ayat di atas jelaslah bahwa Allah SWT 

mengisyaratkan kepada suami-suami yang menceraikan isteri mereka untuk 

memberikan tempat tinggal, nafkah untuk memudahkan kehidupan isterinya. 

Kemudian mengenai kadarnya, seperti pemaparan BAB II, bahwa 

ulama mazhab sepakat bahwa nafkah „iddah  untuk isteri itu wajib yang 
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meliputi tiga hal, yaitu pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat 

besar-kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak.287  

Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 41 ayat (c) dijelaskan 

bahwa ketika terjadi perceraian maka pengadilan dapat mewajibkan kepada 

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi mantan isteri. 

Secara lebih rinci dalam KHI dijelaskan dalam pasal 149 bahwa 

apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami dapat diwajibkan 

beberapa hal. Dalam poin b disebutkan salah satu kewajiban suami tersebut 

adalah untuk memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri 

selama dalam masa „iddah  kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba‟in atau 

nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil. 

Dari potongan pasal ini dapat dipahami bahwa mantan suami 

kewajiban untuk memberikan sejumlah nafkah kepada mantan isterinya 

selama dalam masa „iddah. Kalau dicermati, suami mempunyai kewajiban ini 

karena perkawinan mereka putus karena talak dalam hal ini talak raj‟i,
288

 

yang mana dalam talak raj‟i suami tersebut masih mempunyai hak untuk 

rujuk. Hal ini karena sesungguhnya antara mereka masih menjadi pasangan 

suami isteri yang sah sampai masa „iddah   isteri telah habis. 

Masa „iddah  ini selain untuk melihat rahim, juga berguna sebagai 

masa pertimbangan bagi mantan suami apakah akan kembali (rujuk), atau 

tetap untuk bercerai. Maka dari itu suami diwajibkan membayar nafkah pada 

masa „iddah  karena isteri tersebut tertahan (tergantung) serta tidak bisa 

menerima pinangan laki-laki lain disebabkan hak rujuk masih dimiliki suami, 

namun kewajiban suami memberikan nafkah „iddah  akan gugur ketika 

mantan isteri nusyūz.
289
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Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa mayoritas 

hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang dalam menentukan 

kadar mut‟ah dan nafkah „iddah yang berlandasakan pada pemenuhan rasa 

kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan disesuaikan kemampuan suami ini 

sesuai dengan pendapat beberapa mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, 

Syafi‟i, Hambali. 

 Kemudian, harta yang telah ditentukan tersebut dibawa pada saat 

sidang ikrar talak tentu akan lebih menjamin hak-hak isteri agar tidak 

terdzolimi oleh suami. Di samping itu juga untuk mencegah suami berlaku 

tidak adil kepada mantan isteri. Karena tidak menutup kemungkinan, jika 

penyerahan dilakukan di luar pengadilan, suami tidak memenuhi 

kewajibannya kepada isteri. Hal ini penulis landaskan pada kaidah ushul 

fikih: 

Artinya: “Yang berbahaya dihilangkan”. 

Kaidah tersebut sejalan dengan kaidah dalam sadd adz-dzari‟ah: 

Artinya: “Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan  daripada 

mengambil kemaslahatan”. 

B. Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ijtihād Hakim 

dalam Menentukan Kadar Mut’ah dan Nafkah ‘Iddah 

Berdasarkan analisis dan hasil kesimpulan wawancara  yang penulis 

lakukan kepada hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang faktor-

faktor yang mempengaruhi ijtihād hakim dalam menentukan kadar mut‟ah 

dan nafkah „iddah adalah: 

Pertama, fakta dipersidangan, dalam sidang, hakim dapat melihat, 

menilai dan menganalisis fakta-fakta yang terjadi, apabila tidak ada indikasi 



 

 

isteri nusyūz hakim boleh mempergunakan hak ex officio nya meskipun isteri 

tidak menuntutnya. 

Kedua, usia perkawinan, hal ini menjadi acuan hakim dalam 

menentukan kadar mut‟ah. Jika usia perkawinan semakin lama, maka ukuran 

mut‟ah  semakin besar, dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan kondisi 

kebatinan yang dirasakan oleh isteri. 

Ketiga, nilai kesalahan atau problem yang terjadi juga menjadi acuan 

hakim dalam menentukan mut‟ah. Jika dalam penilaian hakim kesalahan 

banyak dilakukan oleh suami, besar kemungkinan mut‟ah  akan menjadi lebih 

besar. 

Keempat, melihat besar kecilnya mas kawin atau mahar pada saat akad 

nikah (atau setara dengan mahar mitsli). Besar mut‟ah  boleh lebih besar dari 

mas kawin, tetapi tidak boleh kurang dari mas kawin serta tidak boleh terlalu 

kecil. Dalam menentukan nafkah „iddah tidak melihat faktor ini. 

Kelima, kesepakatan di luar pengadilan, adanya kesepakatan antara 

Pemohon dan Termohon yang berkaitan dengan jumlah pemberian nafkah 

„iddah dan mut‟ah  sehingga hakim akan lebih adil dalam memberikan 

keputusan. 

Keenam, melihat kemampuan suami, adanya kemampuan mantan 

suami untuk membayarkan nafkah „iddah dan mut‟ah  kepada mantan isteri 

dengan melihat latar belakang pekerjaannya. Pendapat ini didasarkan kepada 

firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 236. 

                   

…dan hendaklah kamu berikan suatu mut‟ah  (pemberian) kepada 

mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang 

miskin menurut kemampuannya (pula). (Q.S. Al-Baqarah [2] : 236)
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Setelah penulis melihat beberapa putusan-putusan terkait dengan 

penelitian, hakim dalam menentukan kadar mut‟ah dan nafkah „iddah sesuai 

dengan hasil wawancara dengan lima hakim di Pengadilan Agama kelas 1 A 

Tanjung Karang di atas. Hakim lebih menitikberatkan kepada pertimbangan 

kemampuan suami dan kesepakatan kedua belah pihak serta harus memenuhi 

asas kepatutan, kelayakan dan keadilan. 

  



 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ijtihād Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang dalam 

menentukan kadar mut‟ah dan nafkah „iddah mayoritas berlandaskan pada 

asas kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan suami. 

Dari keempat hakim, seorang hakim menggunakan maslahah mursalah, 

sedangkan empat hakim lainnya berijtihād berlandaskan pada asas 

kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan suami. 

Menurut analisis penulis, pendapat hakim tersebut cenderung dan seseuai 

dengan pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‟i dan Hanbali, dimana 

mazhab-mazhab tersebut cenderung melihat kemampuan suami dan 

kondisi suami-isteri tersebut, jika suami mampu disesuaikan dengan 

kemampuannya, jika miskin disesuaikan dengan kemampuaanya pula. 

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ijtihād hakim dalam 

menentukan kadar mut‟ah diantaranya yaitu, fakta persidangan, usia 

perkawinan, problem penyebab terjadinya perceraian, ukuran mahar, 

kesepakatan di luar pengadilan dan kemampuan suami. Sedangkan faktor-

faktor yang mempengaruhi ijtihād hakim dalam menentukan kadar nafkah 

„iddah adalah fakta persidangan, usia perkawinan, problem penyebab 



 

 

terjadinya perceraian, kesepakatan di luar pengadilan dan kemampuan 

suami. 

B. Saran 

1. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat untuk memberikan 

penjelasan dan pemahaman terkait hak dan kewajiban suami isteri selama 

masih dalam ikatan perkawinan maupun ketika terjadi perceraian. 

2. Kepada pihak yang berperkara hendaklah terjalin komunikasi yang baik 

melalui hakim sehingga mempermudah hakim dalam menyelesaikan dan 

memutuskan perkara. Sehingga sengketa yang pernah terjadi diantara 

mereka bisa berakhir dengan baik dan bisa hidup dengan damai lagi dalam 

masyarakat. 
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